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1.1 LATAR BELAKANG 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- 

undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan 

Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama 

periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima 

tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam 

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana 

Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai arti 

yang sangat strategis dalam mendukung peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, dengan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 

memasukan Program/Kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan perencanaan Program/Kegiatan 

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022. 

b. Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen yang 

secara substansial telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai 

arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

c. Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu 

instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui 

sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai 
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wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 yang merupakan 

tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan 

Strategis (RENSTRA). 

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan 

Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen 

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengikuti tata cara dan alur 

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah antara lain : 

a. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh 

pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 

b. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu 

RKPD tahun berkenaan. 

c. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum 

dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 

d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), 

indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang 

menunjukkan prakiraan maju. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur 

Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Maluku, membawa dampak positif dalam melakukan rekturisasi oraginisasi pada 

Badan Lingkup Pemerintah Provinsi, dampaknya adalah terjadi rekturisasi Organisasi pada 

Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku menjadi dua 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku dengan Type “A” dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan 

Type “B” yang mempunya tugas dan fungsi masing – masing, dalam melaksanakan tugas 

dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas 

melaksanakan Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 

Dalam rangka pelaksanaan tugas di maksud Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Maluku sebagai OPD dalam penyusunan  Rencana kerja Pembangunan 
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Daerah (RKPD) sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 86 

Tahun 2017 tersebut dalam Pasal 126 ayat (2), disebutkan bahwa Penyusunan Rancanagan 

awal RENJA Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi 

hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah 

Tahun berjalan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Strategis (RENSTRA). Dalam 

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD dimaksud dapat dijadikan sebagai bahan dalam 

penyelenggaraan Program Kegiatan yang diusulkan melalui MUSRENBANG Provinsi Maluku. 

Sejalan dengan Misi Pertama Pembangunan Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 

yakni Mewujudkan Birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani, maka diharapkan 

dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 

2022 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Maluku, untuk dapat mewujudkan Misi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Maluku menyusun Rencana Kerja Tahun 2022, Selanjutnya disusun Rencana 

Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD). 

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah. 
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1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan 

evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2021, review pelaksanaan 

Program/Kegiatan tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun 

perencanaan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. 

b. Sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

selama satu tahun berjalan. 

c. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah 

untuk memasukkan Program/Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) 

Tahun 2022. 

d. Menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan 

sasaran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

 
1.3 LANDASAN HUKUM 

Dasar Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku dilakukan dengan tetap mengacu kepada : 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ６  

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4815); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluas Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,. 

14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan BPKAD Provinsi 

Maluku. 

15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor........ Tahun 2019 tentang penetapan 

RENSTRA – BPKAD 2019-2024 Provinsi Maluku. 
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1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANSASI 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan 

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan BPKAD Provinsi Maluku, Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku yang merupakan Perangkat Daerah 

Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, yang salah satu tugas dan 

fungsi adalah melaksanakan Pengelola Keuangan dan Pelaksanaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 

A. KEPALA BADAN 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai 

tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di Bidang Pengelola 

Keuangan Daerah yang dijabarkan didalam uraian tugasnya sebagai  berikut : 

a. menetapkan program kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan program yang telah ditetapkan dan 

kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; 

c. membina bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara 

berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai tugas dan tanggung jawab, 

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, 

penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis, dan pelaksanaan layanan administrasi Pemerintah Daerah di bidang 

keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas dan pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana 

yang telah ditetapkan; 
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f. merumuskan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi di bidang keuangan dan 

aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk pelayanan 

dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku dengan 

cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku baik secara 

berkala maupun sewaktu waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai 

wujud akuntabilitas kinerja; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
B. SEKRETARIS BADAN 

Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Maluku, 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sedini mungkin telah mempersiapkan Sumber 

Daya Manusia yang dijabarkan didalam Struktur Organisasi guna meningkatkan serta 

memberikan pelayanan yang prima, maka dalam rangka memberikan pelayananan kepada 

masyarakat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan 

fungsi antara lain : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja serta petunjuk pimpinan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan 

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif 

dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan 

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan 

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 
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e. menyelenggarakan layanan teknis administrasi kepegawaian dan umum, 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan asset, serta pembinaan dan 

fasilitasi di lingkungan Sekretariat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan 

lancar; 

f. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional, pelaksanaan rencana 

operasional dan kegiatan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar 

rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan (secara efektif, efisien dan 

akuntabel) dengan baik; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan 

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah 

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Maluku, yang membawahi 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing – masing antara lain : 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana 

kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta layanan administrasi kepegawaian dan 

umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai Rencana 

Operasional Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai 

tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat 

tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, 

pengembangan sumberdaya aparatur dan perencanaan diklat di lingkungan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan; 

f. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan tata kearsipan, urusan rumah 

tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi, protokol, administrasi 

perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan 

pemeliharaannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkungan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

di masa mendatang; 

h. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan 

yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan 

rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai 

target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja 

dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan usulan program yang 

sesuai dengan Rencana Strategis, pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja 

Tahunan dan Penetapan Kinerja sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku; 

f. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan ke dalam Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja di masa mendatang; 

h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja 

dan rencana kegiatan mendatang; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya; 

 
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana 

kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang 

telah ditetapkan sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai Rencana 

Operasional Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 １２  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai 

tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat 

tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan 

efektif; 

f. mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengelola data keuangan secara manual maupun elektronik di lingkungan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan 

sebagai bahan dan data dalam penyusunan anggaran; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

di masa mendatang; 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja 

dan rencana kegiatan mendatang; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

 
C. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN 

Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional serta 

kebijakan teknis lainnya di lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai 

target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut. 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran sesuai 

Program Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
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b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran sesuai 

tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran 

sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan 

tugas; 

e. mengkoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan 

KUPA/PPAS Perubahan, penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD, 

perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja daerah, dan 

perencanaan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan lancar; 

f. merumuskan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD, penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Teknis Penyusunan Anggaran SKPD sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g. menyelenggarakan penyediaan anggaran, evaluasi APBD Kabupaten/Kota (khusus 

untuk perangkat daerah provinsi) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bentuk pengawasan anggaran agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan 

sesuai ketentuan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan 

Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku,   dibantu oleh   3 (Tiga) 

Kepala Sub Bidang sesuai struktur organisasi terlampir antara lain : 

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran 
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Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai 

tugas menyusundan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran di 

lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai Rencana 

Operasional Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat 

tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. melaksanakan penyusunan, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan, 

serta pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan 

daerah serta anggaran belanja daerah; 

f. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan 

rancangan Perubahan APBD, penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan 

PPKD; 

g. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban 

eksekutif dalam rangka penyusunan, penyempurnaan, serta penyiapan 

penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 

h. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, 

BLUD dan PPKD, koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan 

pendapatan PPKD, membina SKPD dibawah koordinasi Asisten terkait, melakukan 

evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota 

dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota 

Wilayah I, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan 

Retribusi Kabupaten/Kota Wilayah I serta melaksanakan tugas sebagai wakil 

pemerintah pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota 

di wilayah I; 
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i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di Sub Bidang 

Penyusunan Anggaran dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan 

kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai 

ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada 

pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
2. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD 

Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD pada Bidang Perencanaan Anggaran 

mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan 

dan Evaluasi APBD serta kegiatan teknis lainnya di lingkungan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai 

target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai 

Rencana Operasional Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi 

APBD sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c.  membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD 

dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja 

dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi 

APBD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. melaksanakan penyusunan, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan, 

serta pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan 

daerah serta anggaran belanja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan 

rancangan Perubahan APBD, penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan 

PPKD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
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g. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban 

eksekutif dalam rangka penyusunan, penyempurnaan, serta penyiapan 

penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, 

BLUD dan PPKD, koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan 

pendapatan PPKD, membina SKPD dibawah koordinasi Asisten terkait, melakukan 

evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota 

dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota 

Wilayah II, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan 

Retribusi Kabupaten/Kota Wilayah II serta melaksanakan tugas sebagai wakil 

pemerintah pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota 

di wilayah II sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu 

kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
3. Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan 

Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan pada Bidang Perencanaan 

Anggaran mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang 

Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian 

kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Bantuan 

Keuangan sesuai Rencana Operasional Bidang Perencanaan Anggaran Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi 

Bantuan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Bantuan 

Keuangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar 

target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 
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d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi 

Bantuan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan penyusunan, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan, 

serta pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan 

daerah serta anggaran belanja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan 

rancangan Perubahan APBD, penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan 

PPKD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban 

eksekutif dalam rangka penyusunan, penyempurnaan, serta penyiapan 

penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, 

BLUD dan PPKD, koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan 

pendapatan PPKD, membina SKPD dibawah koordinasi Asisten terkait, melakukan 

evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota 

dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota 

Wilayah III, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan 

Retribusi Kabupaten/Kota Wilayah III serta melaksanakan tugas sebagai wakil 

pemerintah pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota 

di wilayah III sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan dengan cara membandingkan antara 

hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan 

yang akan datang; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Bantuan 

Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu 

waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 
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D. BIDANG AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 

mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional serta kebijakan teknis 

lainnya di lingkup Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah 

ditetapkan adalah  sebagai berikut : 

a. menyusun rencana operasional Bidang Akuntansi sesuai Program Kerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Akuntansi sesuai tugas pokok dan 

fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Akuntansi sesuai tugas pokok dan 

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Akuntansi sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas; 

e. mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah, 

pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah, kegiatan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kegiatan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi, kegiatan penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 

dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional Bidang 

Akuntansi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. merumuskan penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, analisis Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD, kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan 

akuntansi pemerintah daerah, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah; 

g. merumuskan pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan 

PPKD, rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, verifikasi dan 

pengujian atas bukti memorial dan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi 

pemerintah daerah. 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Akuntansi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Malukudengan cara membandingkan 

antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 
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i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akuntansi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah 

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Kepala Bidang Akuntansi Keuangan 

Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, dibantu oleh 3 (Tiga) 

Kepala Sub Bidang sesuai struktur organisasi terlampir antara lain : 

1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah. 

Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan 

melaksanakan kegiatan teknis di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai 

Rencana Operasional Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan 

Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat 

tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan 

Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka Akuntansi 

Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah dalam 

rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan 

publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Akuntansi 

Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; 
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h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Akuntansi Keuangan Daerah dengan cara membandingkan antara hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai 

bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang 

akan datang; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu 

kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
2. Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD. 

Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan 

melaksanakan kegiatan teknis di lingkup Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD sesuai 

Rencana Operasional Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pertanggung Jawaban 

APBD sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat 

tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pertanggung Jawaban 

APBD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Pertanggung Jawaban APBD 

sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD dalam 

rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan 

publik semakin berkualitas dan akuntabel; 
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g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Pertanggung 

Jawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Bidang Pertanggung Jawaban 

APBD; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Pertanggung Jawaban APBD dengan cara membandingkan antara hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai 

bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang 

akan datang; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu 

kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
3. Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah. 

Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah pada Bidang 

Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai 

tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan di lingkup Sub Bidang Sistem 

Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen 

Keuangan Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Akuntansi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan 

Manajemen Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen 

Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya 

agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan 

Manajemen Keuangan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
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e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Sistem Informasi dan 

Manajemen Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja 

dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen 

Keuangan Daerah dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Sistem Informasi 

dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Sistem Informasi 

dan Manajemen Keuangan Daerah; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah dengan cara 

membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan 

yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan 

program dan kegiatan yang akan datang; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Sistem Informasi dan 

Manajemen Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala 

maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

E. BIDANG BENDAHARA UMUM DAERAH. 

Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kerja 

serta kebijakan teknis lainnya di Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. menyusun rencana operasional Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerahsesuai 

Program Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Kuasa Bendaharawan Umum 

Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Kuasa Bendaharawan Umum 

Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Kuasa Bendaharawan 

Umum Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam 

pelaksanaan tugas; 

e. mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, 

penatausahaan pembiayaan daerah, pengelolaan dana perimbangan dan transfer 

lainnya, penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian 

lembar SP2D, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, 

pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non 

gaji, serta penerbitan SKPP, rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang 

Kuasa Bendaharawan Umum Daerah, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Kuasa Bendaharawan Umum 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Bidang Kuasa 

Bendaharawan Umum Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kuasa 

Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas 

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja 

yang akan datang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kuasa Bendaharawan 

Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai 

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku,   dibantu oleh   3 (Tiga) 

Kepala Sub Bidang sesuai struktur organisasi terlampir antara lain : 
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1. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah. 

Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah pada 

Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan teknis 

di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang 

telah ditetapkan sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin 

dan Laporan Kas Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Kuasa Bendaharawan 

Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung 

Rutin dan Laporan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan 

fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar 

program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung 

Rutin dan Laporan Kas Daerah dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Sub Bidang Anggaran 

Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang 

Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah dengan cara 

membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang 

telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program 

dan kegiatan yang akan datang; 
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i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara 

berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
2. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah. 

Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah pada Bidang 

Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan di lingkup 

Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan 

Kas Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan 

Laporan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya 

agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja 

dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan 

Laporan Kas Daerah dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D 

Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam 

rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Anggaran Kas, 

SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah; 
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h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah dengan cara 

membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang 

telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program 

dan kegiatan yang akan datang; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal 

dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun 

sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
3. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah. 

Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak langsung dan Laporan Kas Daerah pada 

Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan di 

lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak langsung dan Laporan Kas 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang 

telah ditetapkan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak 

Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Kuasa 

Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak 

Langsung dan Laporan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas 

dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah 

ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Anggaran Kas, SP2D Belanja 

Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar 

program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 
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f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak 

Langsung dan Laporan Kas Daerah dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D 

Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Anggaran 

Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah dengan cara 

membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang 

telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program 

dan kegiatan yang akan datang; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak 

Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara 

berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
F. BIDANG PENGELOLA ASET DAERAH 

Bidang Pengelola Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kerja serta 

kebijakan teknis lainnya di Bidang Pengelola Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

1. menyusun rencana operasional Bidang Pengelola Aset Daerah sesuai Program Kerja 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Pengelola Aset Daerah sesuai tugas pokok 

dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

3. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Pengelola Aset Daerah sesuai tugas 

pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Pengelola Aset Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas; 

5. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Pengelola 

Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 
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6. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup 

Pengelola Aset Daerah, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang 

berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan akuntabel; 

7. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Pengelola Aset Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

8. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Pengelola Aset 

Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelola Aset Daerah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara 

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas - tugas yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 

10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pengelola Aset Daerah Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah 

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, dibantu oleh 3 (Tiga) Kepala Sub 

Bidang sesuai strukur organisasi terlampir antara lain : 

1. Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan. 

Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan pada Bidang Kuasa Bendaharawan Umum 

Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas 

menyusun dan melaksanakan kegiatan di lingkup Sub Bidang Pengadaan dan 

Penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja 

yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan sesuai 

Rencana Operasional Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pengadaan dan 

Penatausahaan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat 

tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub - Sub Bidang Pengadaan dan 

Penatausahaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar 

dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Pengadaan dan Penatausahaan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan akuntabel; 

f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan dalam 

rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik 

semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Pengadaan dan 

Penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Pengadaan dan Penatausahaan dengan cara membandingkan antara hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan 

laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada 

pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan. 

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan pada Bidang Pengelola Aset Daerah Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan 

melaksanakan kegiatan di lingkup Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Pemanfaatan dan Pemeliharaan sesuai Rencana 

Operasional Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat 

tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar 

dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Pemanfaatan dan Pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan akuntabel; 

f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan dalam 

rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik 

semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Pemanfaatan dan Pemeliharaan dengan cara membandingkan antara hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan 

laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada 

pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan 

Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Bidang Pengelola Aset Daerah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas 

merencanakandan melaksanakan kegiatan di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan 

Pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian 

kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : 
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a. menyusun rencana kegiatan Sub Penghapusan dan Pemindahtanganan sesuai 

Rencana Operasional Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan 

Pemindahtanganan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan 

dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja 

dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan 

Pemindahtanganan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Penghapusan dan 

Pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan 

dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Sub Bidang Penghapusan dan 

Pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penghapusan dan 

Pemindahtanganan; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkup Sub Bidang 

Penghapusan dan Pemindahtanganan dengan cara membandingkan antara hasil 

pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan 

laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghapusan dan 

Pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun 

sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 
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1.5 ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA BADAN PENGELOLA KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU 

 
Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. 

Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik 

untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang 

dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input 

tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, 

realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang 

sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini 

juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. 

Analisis Efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan 

tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap 

perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap 

maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, terhadap jumlah 

Pegawai Aparatur Sipil Negara pada lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku yang saat ini dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja 

yang ada. 

 

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini 

berjumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) orang sebagaimana tergambar pada tabel 1 dan grafik 1 

sebagai berikut : 

Tabel 1 
 

Tingkat Pendidikan 
 

 
Jumlah Pegawai 

Kualifikasi Pendidikan 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 SLTA SLTP SD 

 - 15 24 1 6 - 25 - - 
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Grafik 1 
 

Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tabel 2 

 

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Struktural 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 

 

Jumlah Jabatan 

Struktural 

Jabatan Struktural/Eselon yg Terisi 

Ib IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb 

  1 - 4 - 15 - 

 

Grafik 2 
 

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Struktural 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 

 

Grafik Jabatan Struktural 
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15 
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Tabel 3 
 

Pangkat dan Golongan 
 

 

 
Jumlah 

Pegawai 

Pangkat Golongan Ruang 

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a 

 1  1 4 14 11 19 10 3 6 2 0 - -  - 

    

 

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2021 dengan 

jumlah 71 (tujuh puluh satu) orang pegawai yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) 

beragama Islam dan 29 (dua puluh sembilan) beragama Kristen dengan rincian laki-laki 

sebanyak 40 (empat puluh) orang dan Perempuan 31 (tiga puluh satu) orang. 

Grafik 3 
 

Pegawai Negeri Sipil Menurut Diklat Struktural 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 
 

 

JUMLAH DIKLAT1 STRUKTURAL 
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PIM III 

PIM IV 

 
 
 
 
 
 

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di BPKAD masih dirasakan belum memadai, 

namun masih perlu senantiasa diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku agar dapat berjalan dengan baik, selain 

dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan 

prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok 
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dan fungsi aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku secara 

berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah 

peralatan dan perlengkapan perkantoran. 

Grafik 4 
 

Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 

 

Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; 

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 

2017, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku memiliki 3 (Tiga) 

peran, sebagai: 1). Pengambil kebijakan / keputusan (policy / decision maker); 2). 

Koordinator Pengelolaan Keuangan; dan 3). Administrator, maka Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Maluku menjabarkan ketiga peran tersebut ke dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan strategis. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku merupakan salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami Rekturisasi Organisasi Lingkup 

Pemerintah Provinsi Maluku, dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, 

disamping kedudukannya selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku juga 

bertindak selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah di Provinsi serta pembantu 

pengelola barang daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pengelolaan barang daerah Provinsi Maluku. 

Capaian Kinerja BPKAD pada tahun 2020 belum 100% untuk mencapai target sasaran 

strategis yang ditetapkan hal ini dikarenakan adanya wabah Pandemic yang sangat 

mempengaruhi kinerja pada semua Lini kehidupan, terutama pada bidang Ekonomi dan 

Sosial, sehingga kebijakan Refocusing dan Rasionalisasi Anggaran dikenakan pada semua 
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OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku untuk penanganan Covid-19. Namun patut di 

Apresiasi kendati demikian dengan berbagai upaya Efisiensi serta semangat kerja keras dan 

kerjasama yang baik dari semua bidang pada BPKAD Provinsi Maluku dan para 

Stacholder,maka opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN dapat di raih oleh BPKAD 

dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah tahun 2019. 

1.6 SARANA DAN PRASARANA 

Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 

perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi rekapitulasi barang dan inventaris 

kantor untuk mendukung tugas dan kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam tahun 2021 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4 

Sarana dan Prasarana Pendukung 
 

JENIS JUMLAH SATUAN KONDISI 

Kendaraan roda empat 8 Unit Baik 

Kendaraan roda dua 22 Unit Baik 

Bantal 54 Unit Baik 

Guling 54 Unit Baik 

Seprey 60 Unit Baik 

Tangga Almunium 1 Unit Baik 

Mesin Potong Rumput 2 Unit Baik 

Ac. Split 15 Unit Baik 

P.C. Unit 20 Unit Baik 

Lap Top 25 Unit Baik 

Printer 9 Unit Baik 

Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit Baik 

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 5 Unit Baik 

Proyektor 4 Unit Baik 

UPS 14 Unit Baik 

Lemari 5 Unit Baik 

Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit Baik 

Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 Unit Baik 

Meja Kerja Pejabat Eselon IV 15 Unit Baik 
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JENIS JUMLAH SATUAN KONDISI 

Meja Rapat 2 Unit Baik 

Meja Kerja Staf 50 Unit Baik 

Meja Sudut 1 Unit Baik 

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 15 Unit Baik 

Kursi Kerja Staf 50 Unit Baik 

Wall Screen 2 Unit Baik 

Batrai Laptop 1 Unit Baik 

Sofa 1 Unit Baik 

Televisi 1 Unit Baik 

 

1.7 SISTIMATIKA PENULISAN 
 

 
BAB I. - Pendahuluan : Pada bab ini penjelasan umum, Maksud dan tujuan, 

landasan teoritis Penyusunan Renja serta tugas dan 

fungsi OPD. 

Bab II – Hasil Evaluasi 

RENJA Perangkat 

Daerah Tahun Lalu; 

: Menjelaskan secara ringkasan /Ikthisar Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu 

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan 

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, 

Bab III – Tujuan dan sasaran 

Perangkat Daerah 

: Menjelaskan secara rinci terkait dengan Tujuan dan 

sasaran organisasi Perangkat Daerah . 

 

Bab IV – Rencana Kerja dan 

Pendanaan 

Perangkat Daerah 

 

: 
 

menjelaskan sehubungan dengan Rencana Kerja Tahun 

berkenaan yang selanjutnya dibuat dalam bentuk 

Program dan Kegiatan Tahun berjalan pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. 

Bab V – Penutup : menjelaskan kesimpulan secara umum atas pelaksanaan 

program kegiatan tahun sebelumnya pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. 
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HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

 

 
 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 
 

 
 

 
 

 

 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD merupakan tolak ukur sejauh 

mana program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Evaluasi capaian kinerja sangat diperlukan untuk dapat mengetahui apakah realisasi 

program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang sudah direncanakan, Evaluasi 

capaian kinerja tahun lalu dapat diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan 

dan kinerja tahun OPD dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan. 

didalam Renstra maupun pelaksanaan Renja ada beberapa program/kegiatan yang belum 

memenuhi target yang di harapkan hal ini disebabkan adanya penambahan program dan 

kegiatan pada waktu penyusunan KUA-PPAS dan RKA - OPD oleh Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sehingga terdapat program/kegiatan baru 

diluar Renstra/Renja OPD yang telah disusun, program dan kegiatan sehingga menyebabkan 

ada beberapa program dan kegiatan tidak sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan, 

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat suatu pencapaian yang telah ditetapkan, Indikator kinerja kegiatan 

meliputi indikator masukan, keluaran, hasil dan manfaat dan dampak. Indikator-indikator 

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya, 

Penetapan Indikator ini diikuti besaran indikator kinerja untuk masing-masing indikator yang 

telah ditetapkan. 

 
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku Tahun 2020 disusun dengan mengukur capaian Indikator Sasaran yang 

dituangkan dalam Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Maluku, dimana sasaran hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap 
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kegiatan yang hendak di lakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan kerja. 

Kegiatan-kegiatan, inilah yang kemudian akan menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT). Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab – akibat 

dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran 

dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang 

dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari 

pimpinan dan seluruh staf dibawahnya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap 

sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2020, target kinerja 

(performance plan) akan dibandingkan dengan realisasinya (performance plan), sehingga 

diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk 

diketahui penyebab ketidakberhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi 

akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance 

improvement). 

 
Untuk lebih jelas terkait dengan perkembangan kinerja Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tergambar pada Tabel 5 Perkembangan 

Kinerja tiga tahun terahir yakni tahun 2018 s/d 2020. 

 
Tabel 5 

 
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2020 

 
 

URAIAN PROGRAM SATUAN TAHUN 

2018 % 2019 % 2020 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Pelayanan Administrasi 
Kantor; Juta (RP) 94,86  

% 
86,61  

% 
91,00  

% 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur; Juta (RP) 86,86 

 
% 

86,50 
 

% 
80,59 

 
% 

Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur * Juta (RP) - 

 
% 

96,56 
 

% 
- 

 
% 

Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur; Juta (RP) 91,15 % 88,10 % 65,27 % 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 

 
Juta (RP) 

 
91,95 

 
% 

 
85,65 

 
% 

 
93,32 

 
% 

Program Pengembangan Inovasi 
Teknologi ** Juta (RP) - % - % 72,65 % 

Program Pentaan Penguasaan, Juta (Rp) 97,83  75,05  75,04  
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URAIAN PROGRAM SATUAN TAHUN 

2018 % 2019 % 2020 % 

Pemilikan Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

  %  %  % 

Program Peningkatan dan 
pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
Juta (RP) 

 
94,62 

 

% 

 
88,35 

% 
 

73,85 
% 

Program Pembinaan dan Fasilitas 
Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten/Kota 

 
Juta (RP) 

 
86,29 

 
% 

 
65,83 

 
% 

 
46,51 

 
% 

Program Penataan Peraturan 
Perundang-undangan * Juta (RP) 27,14 

- 
81,09 

% 
- 

% 

Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah ** Juta (RP) - % - % 57,77 % 

Jumlah 95,28  78,24 % 76,71 % 

 

 
Perkembangan kinerja untuk Tahun 2018-2019 pada masing – masing program 

kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, dari hasil evaluasi 

terhadap perkembangan Kinerja Tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai menjadi 

95,28% sedangkan untuk Tahun 2019 mengalami Penurunan kinerja dari target yang telah 

di tetapkan di dalam Renstra SKPD yaitu sebesar 85% yaitu sebesar 78,24%. Penurunan 

kinerja ini disebabkan karena Rasionalisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, dan tidak terserapnya anggaran pada 

program Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang di 

sebabkan karena kurangnya keabsahan surat-surat dari pemilik tanah, hal ini yang 

menyebabkan pemerintah daerah menundah pembayaran. 

Tahun 2020 Perkembangan Kinerja untuk beberapa program kegiatan yang 

dilaksanakan mengalami perubahan seperti Program Peningkatan Disiplin Aparatur serta 

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dikurangi dan ditambahkan dengan 

Program Pengembangan Inovasi Teknologi serta Program Perencanaan Pembangunan 

Daerah . Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 2020 bila menggunkan skala pengukuran 

ordinal rata-rata capaian indikator adalah 76,71% dari target 85%, hasil capaian kinerja 

tersebut dari kegiatan pelaksanaannya mendekati tata kelola baik secara fisik maupun 

keuangan sehingga menjadikan organisasi mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

yang berorientasi pada hasil guna serta memenuhi kebutuhan dan kelancaran roda 

Pemerintahan di Provinsi Maluku. 
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Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 dibuat berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Pada Tabel 6 menunjukan Program kegiatan 

untuk tahun 2021. 
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TABEL 6 
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2021 

 
( Berdasarkan Kepmendagri 050 - 3708 Tahun 2020 ) 

 
KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 

 
U

R
U

S
A

N
 

B
ID

A
N

G
 

U
R

U
S

A
N

 

 
P

R
O

G
R

A
M

 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 

S
U

B
 

K
E

G
IA

T
A

N
 

 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 02 
   

KEUANGAN 
  

Rp270,697,489,449.00 
 

5 02 01 
  Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi 

  
Rp14,934,358,843.00 

 

5 02 01 1.01 
 Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

  
Rp199,870,428.00 

 

5 02 01 1.01 01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Tersedianya Dokumen Perangkat 

Daerah 
100% Rp74,933,578.00 Ambon, Jakarta 

5 02 01 1.01 04 
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 

SKPD 

Tersedianya Dokumen DPA 

BPKAD 
100% Rp74,956,840.00 Ambon, Jakarta 

5 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Tersedianya Laporan Evaluasi 

Kinerja BPKAD 
100% Rp49,980,010.00 Ambon, Jakarta 

5 02 01 1.02 
 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

  
Rp10,351,611,454.00 Ambon 
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KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
 

U
R

U
S

A
N

 

B
ID

A
N

G
 

U
R

U
S

A
N

 

 
P

R
O

G
R

A
M

 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 

S
U

B
 

K
E

G
IA

T
A

N
 

 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.02 

 
01 

 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

 
Terwujudnya hak-hak dan 

Kesejahteraan ASN 

 
100% 

 
Rp10,301,615,244.00 

 
Ambon 

5 02 01 1.02 05 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

keuangan Akhir Tahun SKPD 

Tersedianya Laporan Keuangan 

BPKAD 100% Rp49,996,210.00 Ambon, Jakarta 

5 02 01 1.03 
 Administrasi Barang Milik Daerah 

Pada Perangkat Daerah 

  
Rp49,956,228.00 

 

5 02 01 1.03 06 
Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada 

SKPD 

Terlaksananya Data Aset yang 

Akurat/Akuntabel 100% Rp49,956,228.00 Ambon, Jakarta 

5 02 01 1.05 
 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

  
Rp249,426,854.00 

 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.05 

 
04 

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

Tersedianya Data Administrasi 

Kepegawaian yang akurat dan 

Tersistem dan Berimbang 

 
100% 

 
Rp49,656,854.00 

 
Ambon, Jakarta 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.05 

 
09 

 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Terlaksananya Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis Aparatur BPKAD 
 

100% 

 
Rp199,770,000.00 

 
Ambon, Jakarta 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

  
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

   
Rp981,624,214.00 
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KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
 

U
R

U
S

A
N

 

B
ID

A
N

G
 

U
R

U
S

A
N

 

 
P

R
O

G
R

A
M

 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 

S
U

B
 

K
E

G
IA

T
A

N
 

 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
01 

 

 
1.06 

 

 
01 

 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Tersedianya Alat Penerangan dan 

Komponen Instalasi Listrik dan 

Tunjangn Kantor BPKAD 

 

 
100% 

 

 
Rp61,910,450.00 

 

 
Ambon 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

 
03 

 
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Tersedianya Peralatan Rumah 

Tangga Kantor dan Bahan 

Pembersih 

 
100% 

 
Rp80,372,500.00 

 
Ambon 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

 
04 

 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Peralatan Kantor pada 

BPKAD 

 
100% 

 
Rp350,317,718.00 

 
Ambon 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

 
05 

 
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 

Tersedianya Dokumen 

Penatausahaan Keuangan Daerah 
 

100% 

 
Rp39,982,000.00 

 
Ambon 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

 
08 

 
Fasilitas Kunjungan Tamu 

Terlaksananya Pelayanan 

Konsumsi tamu dan Rapat-Rapat 

Kantor 

 
100% 

 
Rp149,998,000.00 

 
Ambon 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
01 

 

 
1.06 

 

 
09 

 

Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Terlaksananya Rapat Koordinasi 

Bagi Aparatur BPKAD Provinsi 

Maluku 

 

 
100% 

 

 
Rp299,043,546.00 

Jakarta, Jawa, 

Bali 

Kalimantan, 

Papua, 

Kab/Kota 
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KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
 

U
R

U
S

A
N

 

B
ID

A
N

G
 

U
R

U
S

A
N

 

 
P

R
O

G
R

A
M

 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 

S
U

B
 

K
E

G
IA

T
A

N
 

 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.07 

 Pengadaan Barang Milik Darah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

   
Rp490,183,760.00 

 

5 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Tersedianya Meubeler Kantor 100% Rp131,233,080.00 Ambon 

5 02 01 1.07 06 
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan Penunjang 

Operasional Kantor 
100% Rp358,950,680.00 Ambon 

5 02 01 1.08 
 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  
Rp1,950,266,126.00 

 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
01 

 

 
1.08 

 

 
01 

 

 
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 

Tersedianya Benda-Benda Pos 

dan Jasa Pengiriman 

 

 
100% 

 

 
Rp27,149,100.00 

 

 
Ambon 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.08 

 
02 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

 

Tersedianya layanan internet 

(WiFi) 

 
100% 

 
Rp233,752,800.00 

 
Ambon 

5 02 01 1.08 03 
Penyediaan Jasa Peralatan Dan 

Perlengkapan Kantor 

Tersedinya peralatan dan 

Kebutuhan ruang Server 
100% Rp24,982,000.00 Ambon 
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KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
 

U
R

U
S

A
N

 

B
ID

A
N
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U
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A
N
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.08 

 
04 

 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

Terwujudnya Peningkatan tugas- 

tugas pelayanan Perkantoran 

 
100% 

 
Rp1,664,382,226.00 

 
Ambon 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.09 

 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

   
Rp661,419,779.00 

 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
01 

 

 
1.09 

 

 
01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

 
Terwujudnya Kelancaran Tugas - 

tugas Kedinasan / Operasional 

Kantor 

 

 
100% 

 

 
Rp339,108,000.00 

 

 
Ambon 

5 02 01 1.09 06 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya 
Terlaksananya Kelancaran tugas- 

tugas perkantoran 
100% Rp84,656,000.00 Ambon 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.09 

 
09 

Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

 

Tersedianya ruang rapat kantor 

BPKAD yang memadai 

 
100% 

 
Rp237,655,779.00 

 
Ambon 

 

5 

 

02 

 

02 

   
Program Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Mewujudkan sistem 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang lebih efektif dan 

efisien 

  

Rp254,163,158,090.00 

 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ４８  

 
KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
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S
U

B
 

K
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G
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T
A

N
 

 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

  

Koordinasi dan Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah 

   
Rp4,371,916,035.00 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
01 

 
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 

Tersusunnya laporan KUA dan 

PPAS OPD 

 
100% 

 
Rp612,424,636.00 

 
Ambon, Jakarta 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
02 

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA 

dan Perubahan PPAS 

Terlaksananya laporan 

penyusunan perubahan KUA dan 

PPAS OPD 

 
100% 

 
Rp612,424,636.00 

 
Ambon, Jakarta 

 

5 

 

02 

 

02 

 

1.01 

 

03 

 
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA 

SKPD 

Tersusunnya RKA SKPD pada 78 

SKPD yang sesuai ketentuan yang 

berlaku 

 

100% 

 

Rp124,998,094.00 

 

Ambon, Jakarta 

 

5 

 

02 

 

02 

 

1.01 

 

04 

 
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi 

Perubahan RKA SKPD 

Tersusunnya RKA SKPD pada 78 

SKPD dan Perubahan RKA SKPD 

sesuai ketentuan yang berlaku 

 

100% 

 

Rp121,220,904.00 

 

Ambon, Jakarta 

 

5 

 

02 

 

02 

 

1.01 

 

05 

 
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA 

SKPD 

 

Tersedianya Buku DPA SKPD 

 

100% 

 

Rp125,747,904.00 

 

Ambon, Jakarta 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ４９  

 
KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
06 

 

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 

Perubahan DPA SKPD 

 

Tersedianya Buku Perubahan DPA 

SKPD 

 
100% 

 
Rp121,216,494.00 

 
Ambon, Jakarta 

 

5 

 

02 

 

02 

 

1.01 

 

07 

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Daerah Tentang Penjabaran APBD 

 
Tersedianya Buku Peraturan KDH 

Tentang Penjabaran APBD 

 

100% 

 

Rp1,081,603,375.00 

 

Ambon, Jakarta 

 

5 

 

02 

 

02 

 

1.01 

 

08 

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 

Daerah Tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD 

Tersedianya Buku Peraturan 

Tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Perubahan APBD 

 

100% 

 

Rp1,034,725,192.00 

 

Ambon, Jakarta 

 

5 
 

02 
 

02 
 

1.01 
 

09 
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta 

Kebijakan Bidang Anggaran 

Tersedianya Data Regulasi Serta 

Kebijakan Anggaran 

 

100% 
 

Rp437,595,000.00 
 

Ambon, Jakarta 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
10 

 
Koordinasi Perencanaan Anggaran 

Pendapatan 

Terlaksananya Koordinasi 

Perencanaan Anggaran 

Pendapatan Daerah 

 
100% 

 
Rp49,979,900.00 

 
Ambon, Jakarta 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
11 

 
Koordinasi dan Perencanaan Anggaran 

Belanja Daerah 

Terlaksananya Koordinasi 

Perencanaan Anggaran Belanja 

Daerah 

 
100% 

 
Rp49,979,900.00 

 
Ambon, Jakarta 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ５０  

 
KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5 
 

02 
 

02 
 

1.02 

 Pembinaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten / Kota 

   

Rp1,115,235,721.00 

 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
1.02 

 

 
02 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota 

 
Tersedianya Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang APBD Kab/Kota 

 

 
100% 

 

 
Rp49,999,259.00 

 

 
Ambon 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
1.02 

 

 
03 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Kab/Kota 

Tersedianya Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Perubahan APBD 

Kab/Kota 

 

 
100% 

 

 
Rp49,999,259.00 

 

 
Ambon 

 
 
 

5 

 
 
 

02 

 
 
 

02 

 
 
 

1.02 

 
 
 

04 

 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kab/Kota 

Tersedianya Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Penjabaran 

Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD Kab/Kota 

 
 
 

100% 

 
 
 

Rp282,280,150.00 

 
 

Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.02 

 
05 

 
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 

 

Meningkatnya Kualitas LKPD 

Kabupaten 

 
100% 

 
Rp250,589,140.00 

Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ５１  
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URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
1.02 

 

 
08 

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan 

Penyusunan dan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota 

Terlaksananya Koordinasi 

pembinaan, penyusunan dan 

evaluasi rancangan peraturan 

daerah tentang APBD Kabupaten/ 

Kota 

 

 
100% 

 

 
Rp99,996,804.00 

 
Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
02 

 
 
 

 
02 

 
 
 

 
1.02 

 
 
 

 
09 

 

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan 

Penyusunan dan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 

Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Kab/Kota 

Terlaksananya Konsultasi dan 

Koordinasi Pembinaan 

Penyusunan dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Perubahan APBD 

Kab/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Perubahan APBD 

Kab/Kota 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
Rp99,999,324.00 

 
 
 

Ambon, 

Kab/Kota 

 
 

 
5 

 
 

 
02 

 
 

 
02 

 
 

 
1.02 

 
 

 
10 

Konsultasi dan koordinasi pembinaan 

penyusunan dan evaluasi rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggung 

Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD Kab/Kota 

Terwujudnya Peraturan Daerah 

tentang Pertanggung Jawaban 

APBD dan Penjabaran 

Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD Kab/Kota 

 
 

 
100% 

 
 

 
Rp282,371,785.00 

 

 
Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.03 

  

Koordinasi dan Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah 

   
Rp1,556,052,425.00 

 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ５２  

 
KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
1.03 

 

 
03 

 
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan 

Penerbitan Anggaran Kas dan Surat 

Penyediaan Dana 

 
 

Kelancaran Penerbitan Surat 

Penyediaan Dana Tepat Waktu 

 

 
100% 

 

 
Rp143,157,000.00 

 

 
Ambon 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

02 

 
 

1.03 

 
 

05 

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, 

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 

Pengelolaan Dana Perimbangan Dana 

Transfer lainnya 

Meningkatnya Akuntabilitas 

Pengelolaan Pendapatan Dana 

Transfer dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah 

 
 

100% 

 
 

Rp206,348,885.00 

 
 

Ambon, Jakarta 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
1.03 

 

 
06 

Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan 

Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan 

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga 

Keuangan Bukan Bank 

Terwujudnya Pelaksanaan 

Kerjasama dan Pemantauan 

Transaksi Non Tunai Pada 

Kab/Kota 

 

 
100% 

 

 
Rp196,408,100.00 

 

Jakarta, Ambon 

Kab/Kota 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
1.03 

 

 
09 

 
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan 

Pemotongan atas SP2D dengan Instansi 

Terkait 

 
Tertip Administrasi dalam 

Pengelolaan Penerimaan dan 

Pengeluaran, Serta Pemotongan 

atas SP2D 

 

 
100% 

 

 
Rp1,010,138,440.00 

 
Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

5 02 02 1.04 
 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Daerah 

  
Rp1,936,806,931.00 

 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ５３  

 
KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

02 

 
 

1.04 

 
 

03 

 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Bulanan, Triwulan dan Semesteran 

 

Persentase Peningkatan 

Kemampuan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 
 

100% 

 
 

Rp666,447,726.00 

 
 

Ambon, Jakarta 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

02 

 
 

1.04 

 
 

04 

 
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD 

dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 
Terwujudnya Kualitas Laporan 

Pertanggung Jawaban Kas Daerah 

 
 

100% 

 
 

Rp640,015,005.00 

 
 

Ambon, Jakarta 

 
 

 
5 

 
 

 
02 

 
 

 
02 

 
 

 
1.04 

 
 

 
05 

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjwaraban Pelaksanaan APBD 

Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi 

Kesesuaian Peraturan Kepala 

Daerah (Perkada) tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD dengan Peraturan Daerah 

(Perda) tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

 
 

 
100% 

 
 

 
Rp427,145,730.00 

 
 

 
Ambon, Jakarta 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

02 

 
 

1.04 

 
 

11 

 
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 

 
Meningkatnya Kelancaran Laporan 

Kinerja OPD 

 
 

100% 

 
 

Rp203,198,470.00 

 
Ambon, 

Kab/Kota 

5 02 02 1,05 
 Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

  
Rp244,775,274,148.00 

 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ５４  

 
KODE  

 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2021 
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CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.05 

 
04 

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga 

Pinjaman Pemerintah Daerah 

   
Rp8,295,000,000.00 

 

Ambon, 

Kab/Kota 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.05 

 
09 

 
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 

   
Rp42,217,095,474.00 

 

5 02 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 
  

Rp194,263,178,674.00 
 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.06 

 
Pengelolaan Data dan Implementasi 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

Lingkup Keuangan Daerah 

   
Rp407,872,830.00 

 

5 02 02 1.06 01 
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang 

Keuangan 

Terwujudnya Data Bidang 

Keuangan 
100% Rp127,781,030.00 Ambon, Jakarta 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.06 

 
02 

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah Bidang 

Keuangan Daerah 

Terwujudnya Pengelolaan 

Keuangan Dengan Menggunakan 

Teknologi Informasi 

 
100% 

 
Rp280,091,800.00 

 
Ambon, Jakarta 

 

5 

 

02 

 

03 

   
Program Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Mewujudkan sistem 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang lebih efektif dan 

efisien 

  

Rp1,599,972,516.00 

 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ５５  
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URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 
INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN 
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CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5 
 

02 
 

03 
 

1.01 
  

Pengelolaan Barang Milik Daerah 
   

Rp1,599,972,516.00 
 

 

5 

 

02 

 

03 

 

1.01 

 

01 

 

Penyusunan standar harga 

Terwujudnya Kesesuaian Harga 

pada Rencana Kerja Anggaran 

dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran 

 

100% 

 

Rp240,608,063.00 

Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

 
5 

 
02 

 
03 

 
1.01 

 
03 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

Tingkat Kemudahan Kelancaran 

dan Kepatuhan dalam 

Penyusunan RKA 

 
100% 

 
Rp156,783,242.00 

 
Ambon 

 

5 

 

02 

 

03 

 

1.01 

 

07 

 

Pengamanan Barang Milik Daerah 

Terjaminnya Keabsahan 

Kepemilikan BMD Serta 

Pengimputan PAD Pemerintah 

Provinsi Maluku 

 

100% 

 

Rp665,971,950.00 

Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

 
5 

 
02 

 
03 

 
1.01 

 
09 

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Tersedianya Data Aset Tanah, 

Bangunan dan Kendaraan Dinas 

yang Akuntabel 

 
100% 

 
Rp110,202,147.00 

 
Ambon 

 
5 

 
02 

 
03 

 
1.01 

 
10 

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang milik Daerah 

Pendapatan Daerah dan SK 

Penghapusan 

 
100% 

 
Rp256,463,130.00 

 
Ambon, Jakarta 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ５６  
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URUSAN / BIDANG URUSAN / 
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CAPAIAN 

KINERJA 

 
KEBUTUHAN DANA / PAGU 

INDIKATIF 

 
 

LOKASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

03 

 
 

1.01 

 
 

11 

 
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah 

Tersedianya Laporan Pengelolaan 

BMD Semesteran dan Laporan 

Tahunan yang Akuntabel dan 

Trasparan 

 
 

100% 

 
 

Rp169,943,984.00 

 
 

Ambon, Jakarta 

 
JUMLAH 

Rp270,697,489,449.00 

 
 

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD 

Dalam rangka memberikan penguatan terhadap VISI-MISI Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang telah dirumuskan 

“Maluku Yang Terkelola Secara Baik, Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan 

Kepulauan”. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Maluku 2019-2024   tersebut, maka Misi pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 

2024 adalah : 

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, jujur, bersih dan melayani; 

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau 

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan; 

4. Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata 
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6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profisional, kreatif, mandiri dan berprestasi 

 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku yang Akuntable, Transparan dan membangun kompetensi dan kinerja 

sumber daya manusia yang dimiliki sehingga tercapai suatu iklim pengelolaan Keuangan 

Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang profesional, 

yang pada akhirnya melahirkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam 

menciptakan Good Governance dan Clean Government. 

 
Untuk mewujudkan Visi-Misi Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 maka 

isu-isu stragis yang perlu menjadi perhatian antara lain : 

1. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. 

2. Sarana Prasarana dan Perangkat Informasi teknologi yang belum memadai. 

3. Belum optimalnya mekanisme dan tata kerja. 

4. Belum optimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

5. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik. 

 
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2020 

 
 

I. BELANJA LANGSUNG 
 

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan   salah 

satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 

2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dialokasikan Anggaran 

untuk belanja langsung sebesar Rp. 19.624.266.706,00 untuk membiayai 9 (sembilan ) 

Program Prioritas Pembangunan dan 48 (empat puluh delapan) Kegiatan Prioritas 

Pembangunan, dengan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 

Rp.15.054.753.836,00 atau sebesar (76,71%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 

4.569.512.870,00 atau sebesar (23,28%) yang secara rinci dapat dilihat pada Realisasi 

Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 Kegiatan dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

Program ini direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp. 3.059.320.200,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 
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A. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 23.001.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 21.379.050,00 atau sebesar (92,95%), 

sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.621.950,00 (7,05%). Capaian kinerja 

kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Tersedianya Benda-Benda Pos dan Jasa 

Pengiriman. 

Hasil : Tingkat Kelancaran Pelayanan Pada Kantor 

BPKAD Provinsi. 

 
 

B. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 184.526.782,00 atau sebesar 

(61,51%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 115.473.218,00 atau sebesar 

(38,49 %). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Ketersediaan bukti pembayaran rekening atas 

penggunaan Air dan Listrik pada Aset Daerah yang 

tercatat pada BPKAD Provinsi Maluku. 

Hasil : Peningkatan kualitas Pelayanan Publik. 

 
 

C. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 34.199.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampaidengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 34.052.560,00 atau sebesar 

(99,57%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 146.440,00 atau sebesar 

(0,43%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Tersedianya ruangan yang terpelihara 

kebersihannya. 

Hasil : Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Kantor 

BPKAD Provinsi Maluku. 

 
 

D. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. 
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Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 418.581.700,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 418.474.125,00 atau sebesar 

(99,97%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 107.575,00 atau sebesar 

(0.03%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor pada Kantor BPKAD; 

 
Hasil 

 
: Tingkat Kelancaran Pelayanan Publik pada Lingkup 

BPKAD. 

 

E. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.182.050.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.152.491.155,00 atau sebesar 

(83,76%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp.29.558.845,00 atau sebesar 

(16.24%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 

Keluaran : Tersedianya Dokumen Penatausahaan Keuangan 

Daerah. 

Hasil : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada 

Masyarakat. 

 

F. Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.74.326.500,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 68.492.900,00 atau sebesar 

(92,15%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 5.833.600,00 atau sebesar 

(7.85 %). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

Keluaran : Tersedianya Dokumen Penatausahaan keuangan 

Daerah 

Hasil : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada 

Masyarakat 

 

G. Penyediaan Makanan dan Minuman 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.115.800.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.107.899.143,00 atau sebesar 

(93,18%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 7.900.857,00 atau sebesar 

(6,82%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 
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Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 

dan tamu; 

Hasil : Terwujudnya kelancaran pelayanan jamuan makan 

dan minum untuk rapat Dinas dan tamu – tamu 

Dinas. 
 

H. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 218.263.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.186.560.919,00 atau sebesar 

(85,48%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 31.702.081,00 atau sebesar 

(14,52%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

Keluaran : Terlaksananya Rapat Kerja Bagi Aparatur BPKAD 

Provinsi Maluku. 

Hasil : Terwujudnya Data hasil koordinasi dan konsultasi 

Program/Kegiatan Keuangan yang sinergi dengan 

Pemerintah Pusat maupun Peraturan Perundang- 

Undangan yang berlaku 

 

I. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran. 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.624.896.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.1.578.207.312,00 atau sebesar 

(97,13%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 46.688.688,00 atau sebesar 

(2.87%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 

Keluaran : Tersedianya Tenaga Administrasi sebanyak 24 

orang, Tenaga Cleaning Servies 26 orang dan 

Penjaga Kantor sebanyak 20 orang pada BPKAD 

Provinsi Maluku 

Hasil : Terwujudnya Kelancaran tugas-tugas administrasi 

perkantoran serta meningkatnya keamanan 

lingkungan Kantor BPKAD; 

 

 
J. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 
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Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 68.203.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.31.966.500,00 atau sebesar 

(46,87%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp.36.236.500,00 atau sebesar 

(53,13%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Terlaksananya Rapat Kerja Bagi Aparatur BPKAD 

Provinsi Maluku. 

Hasil : Terwujudnya Data hasil koordinasi dan konsultasi 

Program/Kegiatan Keuangan yang sinergi dengan 

pemerintah Pusat maupun peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

 
 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

Program ini direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp. 824.244.500,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

 
A. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 203.748.800,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 203.710.050,00 atau sebesar 

(99,98%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp.38.750,00 atau sebesar 

(0,02%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 

Keluaran : Tersediannya sarana dan prasarana peralatan 

gedung kantor. 

Hasil : Terwujudnya Peralatan Gedung kantor. 

 

 
B. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.28.925.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.25.657.000,00 atau sebesar 

(88,70%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 3.268.000,00 atau sebesar 

(11.30%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

Keluaran : Terpeliharanya Prasarana Perkantoran. 

Hasil : Terwujudnya Peningkatan tugas-tugas pelayanan 

kepada masyarakat. 
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C. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 312.492.800,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 193.669.419,00 atau sebesar 

(61,98%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 118.823.381,00 atau sebesar 

(38,02%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Terpeliharanya Sarana Perkantoran . 

Hasil : Terwujudnya Peningkatan kualitas Pelayanan dan 

Tugas-tugas rutin lainnya. 

 
 

D. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 81.730.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.80.612.300,00 atau sebesar 

(98,63%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.117.700,00 atau sebesar 

(1,37%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

Keluaran : Terpeliharanya Sarana & Prasarana Perkantoran; 

Hasil : Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat 

 
E. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Umum Daerah. 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 130.343.900,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.96.340.850,00 atau sebesar 

(73,91%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 34.003.050,00 atau sebesar 

( 2 6 , 0 9 % ) . C a p a i a n K i n e r j a k e g i a t a n i n i a d a l a h : 

 

Keluaran : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Umum Daerah. 

Hasil : Peningkatan Layanan Publik dan PAD. 

 
 

F. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.67.004.000,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.64.291.200,00 atau sebesar 

(95,95%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 2.712.800,00 atau sebesar 

( 4 . 0 5 % ) . C a p a i a n K i n e r j a k e g i a t a n i n i a d a l a h : 

 
 

Keluaran : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Milik 
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  Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 

Hasil : Peningkatan Layanan Publik dan PAD. 

 

 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

Program ini di anggarakan sebesar Rp. 44.133.200,00 untuk kegiatan : 

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.44.133.200,00 dengan realisasi keuangan 

sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.28.806.200,00 atau sebesar 

(65,27%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 15.327,000,00 atau sebesar 

(34.73%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

Keluaran : Terlaksanya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur 

BPKAD ; 

Hasil : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur 

Pengelola Keuangan Daerah . 

 

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja; 

Program ini direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp. 295.008.000,00 sebagai berikut : 

A. Penyusunan Pelaporan Semester II Tahun 2019 dan Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester I Tahun 2020; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 164.360.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.150.905.223,00 atau sebesar (91,81%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp.13.454.777,00 atau sebesar (8.19%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Tersusunnya Laporan Semester Kedua Pelaksana APBD 

TA.2019 dan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 

TA.2020; 

Hasil : Tersedianya Informasi Perkembangan Realisasi APBD 

dan Bahan Penyusunan Perubahan APBD. 

 
 

B. Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.130.648.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 
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Rp.124.409.080,00 atau sebesar (95,22%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp. 6.238.920,00 atau sebesar (4.78%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Laporan Keuangan Provinsi Maluku; 

Hasil : Realisasi Anggaran dan Posisi Keuangan Pemerintah 

Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019. 

 

5. Pengembangan Inovasi Teknologi 

Program ini direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp. 773.765.856,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

A. Layanan E-Government secara Terintegrasi (e-Planning dan e-Budgeting); 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 773.765.856,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2019 adalah sebesar 

Rp.562.140.500,00 atau sebesar (72,65%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp. 211.625.356,00 atau sebesar (27.35%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 

Keluaran : Tersediannya Layanan e-Goverment (e-Planning dan 

e-Budgeting) yang terintegrasi. 

Hasil : Terciptannya sinergitas antara perekonomian daerah 

dan nasional, dan terwujudnya pengelolaan 

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 

 
 

6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah; 

Program ini direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp. 11.164.163.668,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

A. Penilaian (Appraiser) Tanah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.773.737.400,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.12.536.400,00 atau sebesar (1,62%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

761.201.000,00 atau sebesar (98.38%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 

Keluaran : Terlaksananya Penilaian (Appraiser) untuk Tanah/ 

Bangunan Akses Jalan Masuk RSUP, Dinkes, SUPM 

serta Tukar guling antara pemda dan Yayasan Poi 

Tek 
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Hasil : Tersediannya Data Besaran Nilai Tanah/ Bangunan 

Pemda Provinsi Maluku yang sah. 

B. Ganti Rugi Tanah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.390.426.268,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.8.364.799.570,00 atau sebesar (80,50%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp. 2.025.626,698,00 atau sebesar (19.50%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Ganti Rugi Tanah untuk 

Lokasi Multi Etnis, RSUP, Akses Jalan Masuk RSUP, 

Dinas Kesehatan, Ganti Rugi Akses Jalan Masuk 

Asrama Haji & Ganti Rugi Tanah SUPM. 

Hasil : Terwujudnya Kepemilikan Tanah Pemda Provinsi 

Maluku yang sah. 

 

 

7. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Program ini direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp. 2.626.441.782,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

A. Rekonsiliasi Laporan Data BMD dan Data Keuangan; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.83.225.600,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.64.888.350,00 atau sebesar (77,97%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

18.337.250,00 atau sebesar (22.03%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 

Keluaran : Tersusunnya Laporan Sementara dan Laporan 

Tahunan. 

Hasil : Tersediannya Laporan Pengelolaan BMD 

Semesteran dan Laporan Tahunan yang Akuntabel 

dan Transparan. 

 
B. Penyusunan Standar Satuan Harga; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.357.100.000,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 

adalah sebesar Rp.295.444.000,00 atau sebesar (82,73%), sedangkan yang tidak 

terealisasi sebesar Rp. 61.656.000,00 atau sebesar (17.27%). Capaian Kinerja kegiatan 

ini adalah : 
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Keluaran : Tersedianya Buku Standar Satuan Harga 

Pemerintah Provinsi Maluku. 

Hasil : Terwujudnya Kesesuaian Harga pada Rencana Kerja 

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

 
 

C. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.213.503.518,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 

adalah sebesar Rp.209.573.165,00 atau sebesar (98,16%), sedangkan yang tidak 

terealisasi sebesar Rp. 3.930.353,00 atau sebesar (1,84%). Capaian Kinerja kegiatan ini 

adalah : 

 
 

Keluaran : Tersedianya Buku Peraturan Daerah tentang 

APBD. 

Hasil : Perda tentang APBD. 
 
 

D. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.72.171.975,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.71.932.975,00 atau sebesar (99,67%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

239.000,00 atau sebesar (0,33%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Tersedianya Buku Peraturan KDH tentang 

Penjabaran APBD; 

Hasil : Pergub Penjabaran APBD. 

 
 

E. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.111.064.578,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 

adalah sebesar Rp.58.976.500,00 atau sebesar (53,10%), sedangkan yang tidak 

terealisasi sebesar Rp. 52.088.078,00 atau sebesar (46.90%). Capaian Kinerja kegiatan 

ini adalah : 

Keluaran : Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

Hasil : Perda tentang Perubahan APBD. 
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F. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini   adalah   sebesar 

Rp.82.024.000,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah 

sebesar Rp.80.111.000,00 atau sebesar (97,67%), sedangkan yang tidak terealisasi 

sebesar Rp.1.913.000,00 atau sebesar (2,33%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Tersedianya Buku Peraturan KDH tentang 

Penjabaran APBD; 

Hasil : Pergub Penjabaran APBD. 
 

 
 

G. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Tahun 2019; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.181.449.800,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 

adalah sebesar Rp.160.890.744,00 atau sebesar (88,67%), sedangkan yang tidak 

terealisasi sebesar Rp. 20.559.056,00 atau sebesar (11,33%). Capaian Kinerja kegiatan 

ini adalah : 

 
 

Keluaran : Buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD TA.2019; 

Hasil : Kesesuaian Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Peraturan 

Perundang-undangan yang Lebih Tinggi, Perda- 

Perda Lainnya di Daerah dan Kepentingan Umum. 
 

H. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun 2019; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.107.630.400,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 

adalah sebesar Rp.65.769.600,00 atau sebesar (61,11%), sedangkan yang tidak 

terealisasi sebesar Rp. 41.860.800,00 atau sebesar (38.89%). Capaian Kinerja kegiatan 

ini adalah 
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Keluaran : Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksana APBD TA.2019. 

Hasil : Kesesuaian peraturan Kepala Daerah (Perkada) 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana 

APBD dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksana APBD. 

 
 

I. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA); 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.73.795.311,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.71.134.350,00 atau sebesar (96,39%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

2.660.961,00 atau sebesar (3.61%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Data Base Perencanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Daerah; 

Hasil : Data Base Perencanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Daerah. 

 
 

J. Penelitian RKA SKPD; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini   adalah   sebesar 

Rp.28.196.000,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah 

sebesar Rp.27.157.980,00 atau sebesar (96,32%), sedangkan yang tidak terealisasi 

sebesar Rp. 1.038.020,00 atau sebesar (3,68%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 

Keluaran : Tersusunnya RKA SKPD pada 78 SKPD yang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

Hasil : Terwujudnya Dokumen pelaksanaan Anggaran 

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

K. Asistensi SPJ pada SKPD; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini   adalah   sebesar 

Rp.93.605.500,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah 

sebesar Rp.67.399.535,00 atau sebesar (72,00%), sedangkan yang tidak terealisasi 

sebesar Rp. 26.205.965,00 atau sebesar (28,00%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah 

: 
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Keluaran : Tersusunnya SPJ OPD dengan baik. 

Hasil : Terwujudnya Kualitas Laporan Pertanggung 

Jawaban OPD. 

 
 

L. Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.219.150.000,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 

adalah sebesar Rp.151.339.488,00 atau sebesar (69,06%), sedangkan yang tidak 

terealisasi sebesar Rp. 67.810.512,00 atau sebesar (30.94%). Capaian Kinerja kegiatan 

ini adalah : 

 
 

Keluaran : Ketersediaan Data Gaji Pegawai secara Akurat pada 

SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; 

 

Hasil 
 

: 
 

Tingkat Kelancaran Pembayaran Gaji PNS. 

 
 

M. Rekonsiliasi Data Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.78.237.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.70.380.500,00 atau sebesar (89,96%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

7.856.500,00 atau sebesar (10,04,%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Tersedianya Kesesuaian data transfer dana pusat 

ke daerah; 

Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan 

Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat 

ke Pemerintah Daerah. 
 
 

N. Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD ; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.330.538.000,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 

adalah sebesar Rp.165.604.853,00 atau sebesar (50,10%), sedangkan yang tidak 

terealisasi sebesar Rp. 164.933.147,00 atau sebesar (49,9%). Capaian Kinerja kegiatan 

ini adalah : 
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Keluaran : Tersedianya Aparatur yang memahami 

mengenai Pedoman penyusunan APBD; 

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur. 
 

 

O. Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Maluku 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.119.364.400,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.37.968.029,00 atau sebesar (31,81%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

81.396.371,00 atau sebesar (68.19%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Tersedianya Data Aset Tanah Pemerintah Provinsi 

Maluku. 

Hasil : Tingkat Kemudahan Pengurusan Pensertifikatan 

Tanah Pemerintah Provinsi Maluku. 

 

 

P. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.55.686.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.30.510.929,00 atau sebesar (54,79%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp.25.175.071,00 atau sebesar (45,21%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah 

 

Keluaran : Terlapornya Laporan pada SIMPATIK, SINERGI, 

Core SIKD dan SIPKD; 

Hasil : Terlapornya Laporan pada SIMPATIK, SINERGI, 

Core SIKD dan SIPKD dengan tepat waktu. 

 

Q. Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Tanah/Bangunan Milik Pemerintah 

Provinsi Maluku 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.152.740.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.99.373.500,00 atau sebesar (65,06%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

53.366.500,00 atau sebesar (34,94%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 
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Keluaran : Tersedianya Informasi tentang Kepemilikan Aset 

Tanah/ Bangunan yang berpotensi Peningkatan 

PAD. 

Hasil : Terjaminya Keabsahan Kepemilikan Aset Tanah/ 

Bangunan serta Peningkatan PAD Pemerintah 

Provinsi Maluku. 

 
 

R. Monitoring dan Evaluasi Aset/BMD 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.017.100,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.7.017.100,00 atau sebesar (100%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

0,00 atau sebesar (0,00%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah 

 
 

Keluaran : Tersedianya Buku Monitoring dan Evaluasi BMD. 

 
Hasil 

 
: Terwujudnya Pelaksana Monitoring dan Evaluasi 

Barang Milik Daerah. 
 
 

S. Pengembalian Tapal Batas Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Maluku. 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.114.896.500,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.102.096.000,00 atau sebesar (88,86%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp. 812.800.500,00 atau sebesar (11,14%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Tersedianya Data Aset Daerah. 

 
Hasil 

 
: Tapal Batas dan Penyelesaian Masalah Hukum atas 

Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 
 
 

T. Pengelolaan BMD Berbasis Aplikasi SIMDA 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.12.463.050,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 

12.463.050,00 atau sebesar (100,00%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

0,00 atau sebesar (0.00%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 
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Keluaran : Tersedianya Simda BMD Online. 

 
Hasil 

 
: Terciptanya Jaringan Simda BMD Oline di Lingkup 

Pemerintah Provinsi Maluku. 
 
 

U. Peningkatan Potensi PAD melalui Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan. 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.132.583.050,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar Rp. 

89.648.100,00 atau sebesar (67,62%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp.42.934.950,00 atau sebesar (32,38%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Terlaksanya proses penghapusan Barang Milik 

Daerah yang tidak dapat digunakan dan 

dimanfaatkan. 

Hasil : Pemindahtanganan, Pemusnahan dan 

Penghapusan. 
 
 

8. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten/Kota; 

Program ini dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp.537.189.500,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

A. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp.132.494.500,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 

adalah sebesar Rp.49.637.500,00 atau sebesar (37,46%), sedangkan yang tidak 

terealisasi sebesar Rp. 82.857.000,00 atau sebesar (62.54%). Capaian Kinerja kegiatan 

ini adalah : 

 
 

Keluaran : Terlaksanya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD pada Kabupaten/Kota; 

Hasil : Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Kabupaten/ Kota yang Akurat dan 

Akuntabel; 
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B. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelakasnaan APBD 

Kab/Kota Tahun Anggaran 2019 ; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.146.450.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.57.761.850,00 atau sebesar (39,44%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 

15.823.600,00 atau sebesar (60.56%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Terbitnya Keputusan Gubernur tentang hasil 

evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Kabupaten/Kota; 

Hasil : Kesesuaian Perda APBD Kabupaten/Kota dengan 

Peraturan Perundang-undangan serta kepentingan 

umum. 

 

 

C. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.114.751.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.14.972.500,00 atau sebesar (13,05%), sedangkan yang tidak   terealisasi sebesar 

Rp. 99.778.500,00 atau sebesar (86,95%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 
 

Keluaran : Terlaksanya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD pada Kabupaten/Kota; 

Hasil : Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang Akurat dan 

Akuntabel; 

 

 

D. Monitoring dan Evaluasi Hibah Dana Bantuan Sosial ke Kabupaten/Kota; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.143.494.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.127.461.800,00 atau sebesar (88,83%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp. 16.032.200,00 atau sebesar (11,17%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 
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Keluaran : Dokumen Hasil Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial 

ke Kabupaten/ Kota; 

Hasil : Kesesuaian Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan 

Sosial dengan Undang-undang yang berlaku. 

 

 

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program ini dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp. Rp.300.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

A. Penyusunan KUA dan PPAS; 

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.300.000.000,00 

dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 desember 2020 adalah sebesar 

Rp.137.312.200,00 atau sebesar (57,77%), sedangkan yang tidak terealisasi sebesar 

Rp.162.687.800,00 atau sebesar (42.23%). Capaian Kinerja kegiatan ini adalah : 

 

Keluaran : Tersusunya Laporan KUA dan PPAS OPD. 

Hasil : Terlaksananya Dokumen KUA dan PPAS OPD. 

 
 

 
II. Belanja Tidak Langsung 

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan 

serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Siipil Negara yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang, tahun anggaran 2020 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi Maluku menganggarkan belanja tidak 

langsung sebesar Rp.20.849.871.113,00 dengan realisasi sampai engan 31 Desember 

sebesar Rp.15.156.630.643,00 atau 72.69% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 7 

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 
 
 

No. Uraian 
Pagu 
(Rp) 

Realisasi % 

1 2 3 4 5 

01.01 Gaji Pokok PNS / Uang 

Representasi 
8.005.019.865,00 3.573.144.900 44.64 

01.02 Tunjangan Keluarga 486.567.147,00 309.194.558 63.54 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ７５  

No. Uraian 
Pagu 
(Rp) 

Realisasi % 

1 2 3 4 5 

01.03 Tunjangan Jabatan 312.780.000,00 235.380.000,00 75.25 

01.05 Tunjangan Fungsional 

Umum 
227.407.700,00 135.220.000,00 

 

59.46 

01.06 Tunjangan Beras 284.926.980,00 170.766.360,00 59.93 

01.07 Tunjangan PPH/Tunjangan 

Khusus 
4.368.975,00 4.275.373,00 

 

97.86 

01.08 Pembulatan Gaji 141.050,00 54.232,00 38.45 

01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 191.576.396,00 145.417.239,00 75.91 

01.22 Iuran Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) 
11.076.000,00 7.353.473,00 

 

66.39 

01.23 Iuran Jaminan Kematian 

(JKM) 
33.228.000,00 22.060.683,00 

 

66.39 

02.01 Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja 
11.292.770.000,00 10.553.763.735,00 

 

93.46 

Jumlah 20.849.871.113,00 15.156.630.643,00 72.69 

 

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku tahun 2021 

belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang 

secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, akan tetapi selaku PPKD (BUD) 

menampung usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah yang telah 

ditampung pada DPA-PPKD. 
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HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

 

 
 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
 

 
 

 
 

 

 

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Maluku tidak melaksanakan penelahaan terhadap Kebijakan Nasional, oleh 

karena   pada tahun 2018   badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 

tidak pernah mengelola keiatan yang bersumber dari APBN; 

 
Tabel.8 

Identifikasi Kebijakan Nasional 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 
 

Nama SKPD : Badan 

Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah 

Provinsi Maluku 

 
Kebijakan 

Nasional 

 
Sumber 

 
Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 
3.2 TUJUAN DAN SASARAN 

A. Tujuan Perangkat Daerah 

Menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan 

perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan untuk jangka waktu satu sampai lima 

tahun. Pencapaian tujuan/target merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang 

bersangkutan sesuai RENSTRA-BPKAD tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: 
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1) Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan 

transparan serta efisien dan pemanfaatan APBD; 

2) Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 

3) Terwujudnya sistem akuntansi dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan 

daerah sesuai peraturan yang berlaku; 

4) Terwujudnya tata kelola perbendaharaan dan ketersediaan kas daerah yang 

melayani dengan cepat dan akurat yang mengacu pada Peraturan Perundang- 

Undangan; 

5) Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah; 

6) Mewujudkan Sistim Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berbasis Informasi 

Teknologi yang terintegrasi; 

7) Terwujudnya pembinaan dan peningkatan kinerja dan profesionalisme Sumber 

Daya Manusia (SDM); 

8) Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, 

efisien dan akuntable. 

 
B. Sasaran Perangkat Daerah 

 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah 

dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam rumusan 

yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain 

itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator 

sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan 

pada tahun bersangkuntan. 

Dengan demikian sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai setiap tahunnya 

dalam kurun waktu tahun 2019-2024 yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber 

daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku yaitu: 

1. Meningkatnya manajemen tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien; 

2. Meningkatnya dan berfungsinya mekanisme penyelenggaraan urusan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 

3. Termanfaatkannya sistem akuntansi sesuai peraturan yang ada dan penyusunan 

laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
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4. Terciptanya pelayanan perbendaharaan dan ketersediaan kas daerah yang cepat 

dan akurat; 

5. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan inventarisasi aset; 

6. Terintegrasinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Perencanaan, 

Penganggaran, dan Pelaporan (E-Planning, E-Budgeting, E-Reporting); 

7. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

8. Meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif. 

 

 
Tabel 9 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 
 

 
 
No. 

 
 

Tujuan 

 
 

Sasaran 

 
Indikator 

Kinerja Tujuan 

dan Sasaran 

Kondisi 
Awal 

Kinerja 
Target Capaian 

Kondisi 
Akhir 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
 
 
 
 
1 

Terwujudnya 

tertib 

administrasi 

pengelolaan 

keuangan daerah 

yang akuntabel 

dan transparan 

serta efisien dan 

pemanfaatan 

APBD 

 
 
Meningkatnya 

manajemen 

tata kelola 

keuangan 

daerah yang 

efektif dan 

efisien 

 
 
 
 
Opini Laporan 

Keuangan 

Daerah 

 
 
 
 
 
WTP 

 
 
 
 
 
WTP 

 
 
 
 
 
WTP 

 
 
 
 
 
WTP 

 
 
 
 
 
WTP 

 
 
 
 
 
WTP 

 
 
 
 
 
85% 

 
 
 

 
2 

Terwujudnya 

peningkatan 

akuntabilitas dan 

kinerja 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

yang efektif, 

efisien, 

transparan dan 

Meningkatnya 

dan 

berfungsinya 

mekanisme 

penyelenggar 

aan urusan 

pengelolaan 

keuangan 

dan aset 

daerah 

 

Persentase 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

pada OPD 

 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
85% 
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No. 

 
 

Tujuan 

 
 

Sasaran 

 
Indikator 

Kinerja Tujuan 

dan Sasaran 

Kondisi 
Awal 

Kinerja 

Target Capaian Kondisi 
Akhir 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
 
 
 
 

3 

 

 
Terwujudnya 

sistem akuntansi 

dan pelaksanaan 

penyusunan 

laporan 

keuangan daerah 

sesuai peraturan 

yang berlaku 

Termanfaatkan 

nya sistem 

akuntansi 

sesuai 

peraturan yang 

ada dan 

penyusunan 

laporan 

keuangan 

daerah sesuai 

dengan 

peraturan yang 

berlaku 

 

 
Persentase 

OPD yang 

menyusun 

Dokumen 

Laporan 

Keuangan 

Daerah sesuai 

NSPK 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

4 

 

Terwujudnya 

tata kelola 

perbendaharaan 

dan ketersediaan 

kas daerah yang 

melayani dengan 

cepat dan akurat 

yang mengacu 

pada Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

 

 
Terciptanya 

pelayanan 

perbendahara 

an dan 

ketersediaan 

kas daerah 

yang cepat 

dan akurat 

 
 
 

Persentase 

Pelayanan 

Perbendahara 

an sesuai 

dengan NSPK 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
 

85% 

 
 

5 

Terwujudnya 

akuntabilitas 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

aset daerah 

Meningkatnya 

kualitas 

pemanfaatan 

dan 

inventarisasi 

aset 

Persentase 

Pengelolaan 

Aset dan 

Barang Milik 

Daerah yang 

tertib 

administrasi 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 ８０  

 
 
No. 

 
 

Tujuan 

 
 

Sasaran 

 
Indikator 

Kinerja Tujuan 

dan Sasaran 

Kondisi 
Awal 

Kinerja 

Target Capaian Kondisi 
Akhir 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
 
 
 

 
6 

 
Mewujudkan 

Sistim 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Berbasis 

Informasi 

Teknologi yang 

terintegrasi 

Terintegrasiny 

a Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

dari 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Pelaporan 

(E-Planning, E- 

Budgeting, E- 

Reporting) 

 

 
Persentase 

Sistem 

Pengelolaan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah yang 

terintegrasi 

 
 
 
 

 
85% 

 
 
 
 

 
85% 

 
 
 
 

 
85% 

 
 
 
 

 
85% 

 
 
 
 

 
85% 

 
 
 
 

 
85% 

 
 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
7 

 
Terwujudnya 

pembinaan dan 

peningkatan 

kinerja dan 

profesionalisme 

Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Meningkatnya 

kinerja dan 

profesionalis 

me Sumber 

Daya Manusia 

pada Badan 

Pengelola 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

 
 

Persentase 

peningkatan 

Kinerja SDM 

pada BPKAD 

 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
85% 

 
 
 

 
2021 

 
 
 

 
2022 

 
 
 

 
2023 

 
 
 

 
2024 

 
 
 

 
85% 

 
 

 
8 

Terwujudnya 

pengelolaan 

keuangan daerah 

yang partisipatif, 

transparan, 

efektif dan 

efisien 

 

Meningkatnya 

investasi dan 

kemampuan 

fiskal daerah 

yang 

kompetitif 

 

Persentase 

fiskal daerah 

yang 

kompetitif 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
(8) 

 
 

 
(9) 

 
 

 
(10) 

 
 

 
(11) 

 
 

 
85% 

 

 

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

A. Pengukuran Kinerja; 

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup Penetapan 

Indikator Kinerja dan penetapan capaian Indikator, yang digunakan sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 
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Maluku, dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2019- 

2024 sesuai sasaran strategi: 

 
1. Penetapan Indikator Kinerja; 

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, meliputi Input, Output dan Outcome, 

penetapan Indikator kinerja didasarkan pada pikiran yang realistis dengan memperhatikan 

tujuan dan sasaran OPD yang ditetapkan serta data pendukung yang ada, Indikator Kinerja 

Input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah, Indikator Input yang lain 

merupakan masukan yang turut mempengaruhi   terlaksananya kegiatan seperti Sumber 

Daya Manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data, 

Indikator Output berfariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu 

kegiatan yang di hasilkan, Indikator benefit dan impact diidentifikasi pada saat dilakukan 

analisis pencapaian sasaran, Penetapan Indikator Kinerja beserta target capaian indikator 

kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan Rencana Strategi digunakan indikator – 

indikator tertentu paling mempengaruhi keberhasilan capain kinerja. 

 
2. Pengumpulan Data Kinerja; 

Penyusunan dan Pengembanagan Sistem pengumpulan data kinerja lingkup Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku diarahkan untuk mendapatkan data 

kinerja yang akurat, lengkap, konsisten mengenai capaian kinerja BPKAD dalam rangka 

proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip 

keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektifitas. 

 
3. Pengukuran Kinerja; 

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja atau ukuran 

kinerja berupa indikator input, output dan outcome, Indikator Kinerja Benefit dan Impact 

diulas pada saat dilakukan analisis atau capaian kinerja, untuk memudahkan pengukuran 

kinerja digunakan formulir standar pengukuran kinerja. 

 
B. Analisis Capaian Kinerja; 

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja 

nyata dengan kinerja yang direncanakan, Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang– 

bidang pembangunan selama tahun yang bersangkutan tercermin dalam analisis capaian 

sasaran. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh 
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KESIMPULAN 

pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk 

masing–masing kelompok Indikator, yaitu Indikator Kinerja input, output dan outcome 

yang direncanakan (diharapkan) dengan realiasasi, atau antara rencana kinerja 

(Performance Plan) yang diinginkan dengan realiasi kinerja (Performance Result) yang 

dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, kemudian dilakukan 

analisis terhadap penyebab terjadinya cela kinerja (Performance Gap) karena realiasasi 

berbeda dengan yang direncanakan. 

Gambar 3 

 
Ilustrasi Proses Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS 

2019 - 2024 
 
 
 
 

RENCANA KINERJA CAPAIAN KINERJA 

 
 
 
 
 

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

 

 

 

C. Penetapan Kinerja 

Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 

2019-2024 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Maluku tahun 2019-2024. Penyusunan Rencana Strategis Instansi Pemerintah khususnya 

BPKAD diharapkan menjadi pedoman dan arah untuk melaksanakan program kegiatan yang 

telah ditetapkan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna. 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Maluku tahun 2019-2024 adalah : 

Tabel 10 
 

Penetapan Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Maluku 

Tahun 2019-2024 

 
NO 

Indikator 

Kinerja Utama 

Perangkat 

Daerah 

Kondisi Awal 

Kinerja 

 

Target Capaian Tahun 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) 
 

Opini Laporan 

Keuangan 

Daerah 

 
WTP 

 
WTP 

 
WTP 

 
WTP 

 
WTP 

 
WTP 

 
85% 

 Persentase 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

pada OPD 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 Persentase OPD 

yang menyusun 

Dokumen 

Laporan 

Keuangan 

Daerah sesuai 

NSPK 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

  

Persentase 

Pelayanan 

Perbendaharaan 

sesuai dengan 

NSPK 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 
 

85% 

 Persentase 

Pengelolaan 

Aset dan Barang 

Milik Daerah 

yang tertib 

administrasi 

 

 
85% 

 

 
85% 

 

 
85% 

 

 
85% 

 

 
85% 

 

 
85% 

 

 
85% 
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NO 

Indikator 

Kinerja Utama 

Perangkat 

Daerah 

Kondisi Awal 

Kinerja 

 

Target Capaian Tahun 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) 
 Persentase 

Sistem 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

yang 

terintegrasi 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 
 

 
85% 

 Persentase 

peningkatan 

Kinerja SDM 

pada BPKAD 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

 Persentase fiskal 

daerah yang 

kompetitif 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 

3.3 STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 

 
Kedudukan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 -2024 

merupakan Visi dan Misi Gubernur yang disampaikan dalam proses pemilihan Kepala Daerah 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku disamping mengakomodasi Visi 

dan Misi, Renstra ini juga merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku yang 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomudir faktor politis dan aspiratif, 

sehingga secara resmi telah memperoleh kekuatan hukum dan mengikat seluruh institusi 

dan komponen masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan 

maupun program/kegiatan guna tercapaian kelancaran dan keterpaduan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan suatu organisasi; 

Kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Maluku utamanya yang berkaitan dengan masalah keuangan dan aset daerah tahun 2019- 

2024 adalah : 

1. Menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan 

perundangan melalui penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan Keuangan 
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seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Anggaran Biaya (SAB), Sistem 

Akuntansi, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

2. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi 

aset daerah; 

3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur keuangan daerah melalui peningkatan 

SDM aparatur dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahlian; 

4. Meningkatkan ketepatan waktu siklus penyusunan APBD; 

5. Peningkatan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah. 

6. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi (e-planing, e-budgating 

dan e-reporting). 

7. Peningkatan Sarana prasarana pendukung opersiaoanl pengelolaan keuangan daerah. 

 
Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, strategi dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut: 

 
Tabel 11 

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan 
 

Tujuan Sasaran Strategis 
Arah Kebijakan 

Renstra 2019-2024 

1 2 3 4 

Terwujudnya 
Meningkatnya 

kualitas 

manajemen 

organisasi BPKAD 

yang efektif, 

efisien, terarah 

dan moderen 

  

 
1. Menerapkan prinsip – prinsip 

pengelolaan keuangan daerah sesuai 
dengan peraturan perun dangan melalui 
penetapan peraturan daerah tentang 
pengelolaan Keuangan seperti Standart 
Pelayanan Minimum (SPM) dan Standart 
Anggaran Biaya (SAB), Sistem 
Akuntansi, dan Sistem Informasi 
Keuangan Daerah. 

2. Meningkatkan pengelolaan asset daerah 
melalui penataan, pemanfaatan dan 
optimalisasi asset daerah. 

3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas 
aparatur keuangan daerah melalui 
peningkatan SDM aparatur dan 
penempatan aparatur yang sesuai 
dengan keahlian. 

4. Meningkatkan ketepatan waktu siklus 
penyusunan APBD. 

5. Peningkatan Aplikasi SIMDA Keuangan 
dan SIMDA Barang Milik Daerah; 

6. Peningkatan Pengelolaan Keuangan 
Daerah yang terintegrasi (e-planing, e- 
budgating dan e-reporting). 

7. Peningkatan Sarana prasarana 
pendukung opersiaoanl pengelolaan 
keuangan daerah. 

peningkatan  

pelaksanaan fungsi Opini Laporan 

kelembagaan urusan Keuangan Daerah 

pengelolaan  

keuangan daerah  

Terwujudnya Meningkatnya dan  

Persentase 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah pada OPD 

peningkatan berfungsinya 

akuntabilitas dan mekanisme 

kinerja Pengelolaan penyelenggaraan 

Keuangan dan Aset urusan 

Daerah yang efektif, pengelolaan 

efisien, transparan keuangan dan 

dan akuntabel aset daerah 

Terwujudnya sistem 
Termanfaatkannya 

sistem akuntansi 

sesuai peraturan 

yang ada dan 

penyusunan 

laporan keuangan 

daerah sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku 

 

 
Persentase OPD 

yang menyusun 

Dokumen Laporan 

Keuangan Daerah 

sesuai NSPK 

akuntansi dan 

pelaksanaan 

penyusunan 

laporan keuangan 

daerah sesuai 

peraturan yang 

berlaku 
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Tujuan Sasaran Strategis 
Arah Kebijakan 

Renstra 2019-2024 

1 2 3 4 

Terwujudnya tata 

kelola 

perbendaharaan dan 

ketersediaan kas 

daerah yang 

melayani dengan 

cepat dan akurat 

yang mengacu pada 

Peraturan Perundang- 

Undangan 

 

 
Terciptanya 

pelayanan 

perbendaharaan 

dan ketersediaan 

kas daerah yang 

cepat dan akurat 

 
 

 
Persentase 

Pelayanan 

Perbendaharaan 

sesuai dengan NSPK 

 

Terwujudnya 

akuntabilitas 

pengelolaan dan 

pemanfaatan aset 

daerah 

Meningkatnya 

kualitas 

pemanfaatan dan 

inventarisasi aset 

Persentase 

Pengelolaan Aset 

dan Barang Milik 

Daerah yang tertib 

administrasi 

 

Mewujudkan Sistim 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah Berbasis 

Informasi 

Teknologi yang 

terintegrasi 

Terintegrasinya 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah dari 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Pelaporan 

(E-Planning, E- 

Budgeting, E- 

Reporting) 

 
 

Persentase Sistem 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah yang 

terintegrasi 

Terwujudnya 

pembinaan dan 

peningkatan 

kinerja dan 

profesionalisme 

Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Meningkatnya 

kinerja dan 

profesionalisme 

Sumber Daya 

Manusia pada 

Badan Pengelola 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

 
 

Persentase 

peningkatan Kinerja 

SDM pada BPKAD 
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HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022   berdasarkan Sasaran Strategis 

dan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, untuk 

mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2021, Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku merencanakan program dan kegiatan tahun 

2021 yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 14 (empat belas kegiatan) Kegiatan dan 56 (lima 

puluh enam ) Sub Kegiatan pendukung yang ada pada OPD adalah sebagai berikut. 
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Tabel. 12 

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2022 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 
 

 
 

KODE  
 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  

U
R

U
S

A
N

 

 
B

ID
A

N
G

 U
R

U
S

A
N

 

 

P
R

O
G

R
A

M
 

 K
E

G
IA

T
A

N
 

 

S
U

B
 K

E
G

IA
T

A
N

 

 

 
TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

5 02    KEUANGAN   Rp.284.732.363.922,50   

5 02 01 
  Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi 

  
Rp.15.681.076.786,20 

  

5 02 01 1.01 
 Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

  
Rp.209.863.950,45 

  

5 02 01 1.01 01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Tersedianya Dokumen 

Perangkat Daerah 
100% Rp.78.680.257,95 

Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 01 1.01 04 
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 

SKPD 

Tersedianya Dokumen 

DPA BPKAD 
100% Rp.78.704.682,00 

Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Tersedianya Laporan 

Evaluasi Kinerja BPKAD 
100% Rp.52.479.010,50 

Ambon, 

Jakarta 
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KODE  

 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
U

R
U

S
A

N
 

 
B

ID
A

N
G

 U
R

U
S

A
N

 

 

P
R

O
G

R
A

M
 

 K
E

G
IA

T
A

N
 

 

S
U

B
 K

E
G

IA
T

A
N

 

 

 
TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

5 02 01 1.02 
 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

  
Rp.10.869.192.026,70 Ambon 

 

5 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Terwujudnya hak-hak dan 

Kesejahteraan ASN 
100% Rp.10.816.696.006,20 Ambon 

 

5 02 01 1.02 05 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

keuangan Akhir Tahun SKPD 

Tersedianya Laporan 

Keuangan BPKAD 
100% Rp.52.496.020,50 

Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 01 1.03 
 Administrasi Barang Milik Daerah 

Pada Perangkat Daerah 

  
Rp.52.454.039,40 

  

5 02 01 1.03 06 
Penata Usahaan Barang Milik Daerah 

Pada SKPD 

Terlaksananya Data Aset 

yang Akurat/Akuntabel 
100% Rp.52.454.039,40 

Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 01 1.05 
 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

  
Rp.261.898.196,70 

  

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.05 

 
04 

 
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

Tersedianya Data 

Administrasi Kepegawaian 

yang akurat dan Tersistem 

dan Berimbang 

 
100% 

 
Rp.52.139.696,70 

 
Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 01 1.05 09 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Terlaksananya Pendidikan 

dan Pelatihan Teknis 

100% Rp.209.758.500,00 
Ambon, 
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KODE  

 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
U

R
U

S
A

N
 

 
B

ID
A

N
G

 U
R

U
S

A
N

 

 

P
R

O
G

R
A

M
 

 K
E

G
IA

T
A

N
 

 

S
U

B
 K

E
G

IA
T

A
N

 

 

 
TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

     berdasarkan Tugas dan Fungsi Aparatur BPKAD   Jakarta  

5 02 01 1.06 
 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

  
Rp.1.030.705.424,70 

  

 
 

5 

 
 

02 

 
 

01 

 
 

1.06 

 
 

01 

 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Tersedianya Alat 

Penerangan dan 

Komponen Instalasi Listrik 

dan Tunjangn Kantor 

BPKAD 

 
 

100% 

 
 

Rp.65.005.972,50 

 
 

Ambon 

 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

 
03 

 
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Tersedianya Peralatan 

Rumah Tangga Kantor 

dan Bahan Pembersih 

 
100% 

 
Rp.84.391.125,00 

 
Ambon 

 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

 
04 

 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Peralatan 

Kantor pada BPKAD 

 
100% 

 
Rp.367.833.603,90 

 
Ambon 

 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

 
05 

Penyediaan Barang Cetak dan 

Penggandaan 

Tersedianya Dokumen 

Penatausahaan Keuangan 

Daerah 

 
100% 

 
Rp.41.981.100,00 

 
Ambon 
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KODE  

 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
U

R
U

S
A

N
 

 
B

ID
A

N
G

 U
R

U
S

A
N

 

 

P
R

O
G

R
A

M
 

 K
E

G
IA

T
A

N
 

 

S
U

B
 K

E
G

IA
T

A
N

 

 

 
TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.06 

 
08 

 
Fasilitas Kunjungan Tamu 

Terlaksananya Pelayanan 

Konsumsi tamu dan 

Rapat-Rapat Kantor 

 
100% 

 
Rp.157.497.900,00 

 
Ambon 

 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

01 

 
 

1.06 

 
 

09 

 
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Terlaksananya Rapat 

Koordinasi Bagi Aparatur 

BPKAD Provinsi Maluku 

 
 

100% 

 
 

Rp.313.995.723,30 

Jakarta, 

Jawa, Bali 

Kalimantan, 

Papua, 11 

Kab/Kota 

 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.07 

 Pengadaan Barang Milik Darah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

   
Rp.514.692.948,00 

  

5 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 
Tersedianya Meubeler 

Kantor 
100% Rp.137.794.734,00 Ambon 

 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.07 

 
06 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan 

Penunjang Operasional 

Kantor 

 
100% 

 
Rp.376.898.214,00 

 
Ambon 

 

5 02 01 1.08 
 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  
Rp.2.047.779.432,30 
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KODE  

 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
U

R
U

S
A

N
 

 
B

ID
A

N
G

 U
R

U
S

A
N

 

 

P
R

O
G

R
A

M
 

 K
E

G
IA

T
A

N
 

 

S
U

B
 K

E
G

IA
T

A
N

 

 

 
TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

5 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Tersedianya Benda-Benda 

Pos dan Jasa Pengiriman 
100% Rp.28.506.555,00 Ambon 

 

5 02 01 1.08 02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Tersedianya layanan 

internet (WiFi) 
100% Rp.245.440.440,00 Ambon 

 

5 02 01 1.08 03 
Penyediaan Jasa Peralatan Dan 

Perlengkapan Kantor 

Tersedinya peralatan dan 

Kebutuhan ruang Server 
100% Rp.26.231.100,00 Ambon 

 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.08 

 
04 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Terwujudnya Peningkatan 

tugas-tugas pelayanan 

Perkantoran 

 
100% 

 
Rp.1.747.601.337,30 

 
Ambon 

 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.09 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

   
Rp.694.490.767,95 

  

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.09 

 
01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Terwujudnya Kelancaran 

Tugas - tugas Kedinasan / 

Operasional Kantor 

 
100% 

 
Rp.356.063.400,00 

 
Ambon 

 

5 02 01 1.09 06 
Pemeliharan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Terlaksananya Kelancaran 

tugas-tugas perkantoran 
100% Rp.88.888.800,00 Ambon 
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KODE  

 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
U

R
U

S
A

N
 

 
B
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N
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 U
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N
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A
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S
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B
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E
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A
N

 

 

 
TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

 
5 

 
02 

 
01 

 
1.09 

 
09 

Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Tersedianya ruang rapat 

kantor BPKAD yang 

memadai 

 
100% 

 
Rp.249.538.567,95 

 
Ambon 

 

 
5 

 
02 

 
02 

   
Program Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Mewujudkan sistem 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang lebih 

efektif dan efisien 

  
Rp.267.371.315.994,50 

  

5 02 02 1.01 
 Koordinasi dan Penyusunan 

Rencana Anggaran Daerah 

  
Rp.4.590.511.836,75 

  

5 02 02 1.01 01 
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 

PPAS 

Tersusunnya laporan KUA 

dan PPAS OPD 
100% Rp.643.045.867,80 

Ambon, 

Jakarta 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
02 

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 

KUA dan Perubahan PPAS 

Terlaksananya laporan 

penyusunan perubahan 

KUA dan PPAS OPD 

 
100% 

 
Rp.643.045.867,80 

Ambon, 

Jakarta 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
03 

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 

RKA SKPD 

Tersusunnya RKA SKPD 

pada 78 SKPD yang sesuai 

ketentuan yang berlaku 

 
100% 

 
Rp.131.247.998,70 

Ambon, 

Jakarta 
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KODE  

 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
U
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

02 

 
 

1.01 

 
 

04 

 
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi 

Perubahan RKA SKPD 

Tersusunnya RKA SKPD 

pada 78 SKPD dan 

Perubahan RKA SKPD 

sesuai ketentuan yang 

berlaku 

 
 

100% 

 
 

Rp.127.281.949,20 

 
Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 02 1.01 05 
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 

DPA SKPD 

Tersedianya Buku DPA 

SKPD 
100% Rp.132.035.299,20 

Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 02 1.01 06 
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 

Perubahan DPA SKPD 

Tersedianya Buku 

Perubahan DPA SKPD 
100% Rp.127.277.318,70 

Ambon, 

Jakarta 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
07 

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Daerah Tentang Penjabaran APBD 

Tersedianya Buku 

Peraturan KDH Tentang 

Penjabaran APBD 

 
100% 

 
Rp.1.135.683.543,75 

Ambon, 

Jakarta 

 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
1.01 

 

 
08 

 
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 

Daerah Tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD 

Tersedianya Buku 

Peraturan Tentang 

Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 

 

 
100% 

 

 
Rp.1.086.461.451,60 

 
 

Ambon, 

Jakarta 
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KODE  

 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
U
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

5 02 02 1.01 09 
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi 

serta Kebijakan Bidang Anggaran 

Tersedianya Data Regulasi 

Serta Kebijakan Anggaran 
100% Rp.459.474.750,00 

Ambon, 

Jakarta 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
10 

Koordinasi Perencanaan Anggaran 

Pendapatan 

Terlaksananya Koordinasi 

Perencanaan Anggaran 

Pendapatan Daerah 

 
100% 

 
Rp.52.478.895,00 

Ambon, 

Jakarta 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.01 

 
11 

Koordinasi dan Perencanaan Anggaran 

Belanja Daerah 

Terlaksananya Koordinasi 

Perencanaan Anggaran 

Belanja Daerah 

 
100% 

 
Rp.52.478.895,00 

Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 02 1.02 
 Pembinaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten / Kota 

  
Rp.1.170.997.507,05 

  

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.02 

 
02 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang APBD Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota 

Tersedianya Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang APBD 

Kab/Kota 

 
100% 

 
Rp.52.499.221,95 

 
Ambon 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.02 

 
03 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Perubahan APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Tersedianya Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang 

Perubahan APBD Kab/Kota 

 
100% 

 
Rp.52.499.221,95 

 
Ambon 
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KODE  

 

 
URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

     Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota      

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

1.02 

 
 
 
 

04 

 
 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kab/Kota 

Tersedianya Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang 

Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kab/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran 

Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kab/Kota 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

Rp.296.394.157,50 

 
 
 

 
Jakarta, 11 

Kab/Kota 

 

5 02 02 1.02 05 
Asistensi Pengelolaan Keuangan 

Kab/Kota 

Meningkatnya Kualitas 

LKPD Kabupaten 
100% Rp.263.118.597,00 

Jakarta, 11 

Kab/Kota 

 

 

 
5 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
1.02 

 

 
08 

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan 

Penyusunan dan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang APBD 

Kab/Kota dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

APBD Kab/Kota 

Terlaksananya Koordinasi 

pembinaan, penyusunan 

dan evaluasi rancangan 

peraturan daerah tentang 

APBD Kabupaten/ Kota 

 

 
100% 

 

 
Rp.104.996.644,20 

 
 

Jakarta, 11 

Kab/Kota 
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KEGIATAN 

 
 

 
INDIKATOR PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2022  
U
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
02 

 
 
 

 
02 

 
 
 

 
1.02 

 
 
 

 
09 

 
 
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan 

Penyusunan dan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan 

APBD Kab/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota 

Terlaksananya Konsultasi 

dan Koordinasi Pembinaan 

Penyusunan dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang 

Perubahan APBD Kab/Kota 

dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Perubahan 

APBD Kab/Kota 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
Rp.104.999.290,20 

 
 
 
 

11 

Kab/Kota 

 

 
 
 

5 

 
 
 

02 

 
 
 

02 

 
 
 

1.02 

 
 
 

10 

Konsultasi dan koordinasi pembinaan 

penyusunan dan evaluasi rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggung 

Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggung 

Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota 

Terwujudnya Peraturan 

Daerah tentang 

Pertanggung Jawaban 

APBD dan Penjabaran 

Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kab/Kota 

 
 
 

100% 

 
 
 

Rp.296.490.374,25 

 

 
Jakarta, 11 

Kab/Kota 

 

5 02 02 1.03 
 Koordinasi dan Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah 

  
Rp.1.633.855.046,25 

  

5 02 02 1.03 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian 

dan Penerbitan Anggaran Kas dan Surat 

Kelancaran Penerbitan 

Surat Penyediaan Dana 

100% Rp.150.314.850,00 Ambon  
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

     Penyediaan Dana Tepat Waktu     

 
 

5 

 
 

02 

 
 

02 

 
 

1.03 

 
 

05 

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, 

Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan 

Dana Transfer lainnya 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Pendapatan Dana Transfer 

dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah 

 
 

100% 

 
 

Rp.216.666.329,25 

 
Ambon, 

Jakarta 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.03 

 
06 

Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan 

Pemantauan Transaksi Non Tunai 

dengan Lembaga Keuangan Bank dan 

Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Terwujudnya Pelaksanaan 

Kerjasama dan 

Pemantauan Transaksi 

Non Tunai Pada Kab/Kota 

 
100% 

 
Rp.206.228.505,00 

 
Jakarta, 11 

Kab/Kota 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.03 

 
09 

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan 

Pemotongan atas SP2D dengan Instansi 

Terkait 

Tertip Administrasi dalam 

Pengelolaan Penerimaan 

dan Pengeluaran, Serta 

Pemotongan atas SP2D 

 
100% 

 
Rp.1.060.645.362,00 

 
Jakarta, 11 

Kab/Kota 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.04 

 
 

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah 

   
Rp.2.033.647.277,55 

  

5 02 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Persentase Peningkatan 

Kemampuan Pengelolaan 

100% Rp.699.770.112,30 
Ambon, 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

     Bulanan, Triwulan dan Semesteran Keuangan Daerah   Jakarta  

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.04 

 
04 

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, 

BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Terwujudnya Kualitas 

Laporan Pertanggung 

Jawaban Kas Daerah 

 
100% 

 
Rp.672.015.755,25 

Ambon, 

Jakarta 

 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

1.04 

 
 
 
 

05 

 
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjwaraban Pelaksanaan APBD 

Provinsi dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi 

Kesesuaian Peraturan 

Kepala Daerah (Perkada) 

tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD dengan 

Peraturan Daerah (Perda) 

tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

Rp.448.503.016,50 

 
 

 
Ambon, 

Jakarta 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.04 

 
11 

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Pemerintah 

Provinsi 

Meningkatnya Kelancaran 

Laporan Kinerja OPD 

 
100% 

 
Rp.213.358.393,50 

11 

Kab/Kota 

 

5 02 02 1,05 
 Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

  
Rp.257.014.037.855,40 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.05 

 
04 

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga 

Pinjaman Pemerintah Daerah 

   
Rp.8.709.750.000,00 

11 

Kab/Kota 

 

5 02 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   Rp.44.327.950.247,70   

5 02 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi   Rp.203.976.337.607,70   

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.06 

 Pengelolaan Data dan Implementasi 

Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah Lingkup Keuangan Daerah 

   
Rp.928.266.471,50 

  

5 02 02 1.06 01 
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang 

Keuangan 

Terwujudnya Data Bidang 

Keuangan 
100% Rp.134.170.081,50 

Ambon, 

Jakarta 

 

 
5 

 
02 

 
02 

 
1.06 

 
02 

* Implementasi dan Pemeliharaan 

Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah Bidang Keuangan Daerah 

Terwujudnya 

Pengelolaan Keuangan 

Dengan Menggunakan 

Teknologi Informasi 

 
100% 

 
Rp.794.096.390,00 

 
Ambon, 

Jakarta 

 

5 02 03 
  Program Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Mewujudkan sistem 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang lebih 

 
Rp.1.679.971.141,80 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

      efektif dan efisien     

5 02 03 1.01  Pengelolaan Barang Milik Daerah   Rp.1.679.971.141,80   

 
5 

 
02 

 
03 

 
1.01 

 
01 

 
Penyusunan standar harga 

Terwujudnya Kesesuaian 

Harga pada Rencana Kerja 

Anggaran dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran 

 
100% 

 
Rp.252.638.466,15 

 
Jakarta, 11 

Kab/Kota 

 

 
5 

 
02 

 
03 

 
1.01 

 
03 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

Tingkat Kemudahan 

Kelancaran dan Kepatuhan 

dalam Penyusunan RKA 

 
100% 

 
Rp.164.622.404,10 

 
Ambon 

 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

03 

 
 

1.01 

 
 

07 

 

 
 

Pengamanan Barang Milik Daerah 

Terjaminnya Keabsahan 

Kepemilikan BMD Serta 

Pengimputan PAD 

Pemerintah Provinsi 

Maluku 

 
 

100% 

 
 

Rp.699.270.547,50 

 
Jakarta, 11 

Kab/Kota 

 

 
5 

 
02 

 
03 

 
1.01 

 
09 

 
Pengawasan dan Pengendalian 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Tersedianya Data Aset 

Tanah, Bangunan dan 

Kendaraan Dinas yang 

Akuntabel 

 
100% 

 
Rp.115.712.254,35 

 
Ambon 
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TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

 
 

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

 
 

 
LOKASI 

 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 

 
5 

 
02 

 
03 

 
1.01 

 
10 

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang milik Daerah 

Pendapatan Daerah dan 

SK Penghapusan 

 
100% 

 
Rp.269.286.286,50 

Ambon, 

Jakarta 

 

 
 

5 

 
 

02 

 
 

03 

 
 

1.01 

 
 

11 

 
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah 

Tersedianya Laporan 

Pengelolaan BMD 

Semesteran dan Laporan 

Tahunan yang Akuntabel 

dan Trasparan 

 
 

100% 

 
 

Rp.178.441.183,20 

 
Ambon, 

Jakarta 

 

JUMLAH Rp 284.732.363.922,50 



R A N W A L   R E N J A   B P K A D   P R O V I N S I   M A L U K U   2 0 2 1 １０３  

 

 
 
 

P E N U T U P 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Maluku yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 

telah terealisasi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Maluku tahun 2022 secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh realisasi yang dicapai 

dari target yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam tabel hasil pengukuran 

kinerja di atas. Atas tercapainya hasil kinerja Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Maluku harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian 

kinerja untuk tahun-tahun akan datang, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan 

berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku 2019 - 

2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku serta target 

dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 

Rencana Kerja BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan 

yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara 

perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra 

Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi 

Daerah. 

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagai 

bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber 

dari Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana 

Kerja tahun lalu. 

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya 
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